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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat 

Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-

Nya Laporan Kinerja (LKj) Biro Umum, 

Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan Tahun 2025 dapat diselesaikan. 

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan wujud  

pertanggung jawaban penyelenggaraan 

layanan serta pemantauan terhadap 

keberhasilan/ kegagalan yang telah 

ditetapkan. Lebih lanjut, dokumen ini memuat 

pengukuran dan evaluasi kinerja serta 

pengungkapan (disclosure) atas hasil analisis 

terhadap pengukuran kinerja.

RINGKASAN

Laporan Kinerja Biro Umum berisikan 

tentang capaian serta kendala yang dihadapi 

dalam rangka mewujudkan target yang telah 

ditetapkan pada tahun 2025. Program dan 

Kegiatan yang dilaksanakan Biro Umum 

merupakan pelaksanaan dari Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, 

efektivitas, dan ketercapaian pelaksanaan 

tugas Biro Umum dalam mendukung pencapaian 

tujuan strategis Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja 

Biro Umum tahun 2025. Mengingat perubahan 

berkelanjutan atas target dan kinerja selalu 

dilakukan dalam periode satu tahun, dengan 

mempertimbangkan kondisi internal dan 

eksternal dari organisasi melalui proses 

penyesuaian Perjanjian Kinerja Organisasi, 

maka kenaikan NKO per tahun tidak dapat 

diperbandingkan keselarasannya. Fluktuasi 

NKO hanya merepresentasikan hasil evaluasi 

kinerja organisasi dari waktu ke waktu, apakah 

mampu mencapai ekspektasi target yang 

semakin menantang serta bagaimana cara 

mencapainya. Dinamika yang terjadi selama 

tahun 2025 menunjukkan bahwa Biro Umum 

Selama Tahun 2025, Biro Umum telah 

melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat 

administratif, koordinatif, serta fasilitatif 

dalam menunjang pelaksanaan tugas kantor 

pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Informasi tersebut selanjutnya dituangkan 

dalam Laporan Kinerja (LKj) ini, sehingga dapat 

menjadi referensi umum bagi seluruh pihak 

dalam upaya menyempurnakan pelaksanaan 

kinerja program dan kegiatan pada periode 

yang akan datang. Oleh karena itu, masukan 

dan saran yang membangun dari semua pihak 

sangat diharapkan sebagai feedback bagi 

kami. Ucapan terima kasih kami sampaikan 

kepada seluruh pihak yang telah membantu 

secara langsung maupun tidak langsung 

dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

mampu mengikuti perubahan yang terjadi, 

baik di dalam maupun di luar organisasi. Pada 

bagian akhir dari Laporan Kinerja ini disajikan 

daftar penghargaan/achievement di Lingkup 

Biro Umum sepanjang tahun 2025.

Dari 12 (dua belas) indikator kinerja pada 

tahun 2025, total capaian kinerja Biro Umum 

tahun 2025 sebesar 110,55% dengan kategori 

istimewa. Capaian tersebut tidak terlepas 

dari komitmen pimpinan dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan publik serta kerjasama 

yang baik dari seluruh pegawai lingkup Biro 

Umum.

Akhir kata, kami menyampaikan 

penghargaan yang setinggi-tingginya 

kepada semua pihak yang telah memberikan 

dukungan dan bantuan dalam penyusunan 

Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini dapat 

memberikan kontribusi yang berarti dalam 

upaya kita bersama dalam mencapai efisiensi 

energi yang berkelanjutan di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Jakarta, 19 Januari 2026

Kepala Biro Umum, 

Sofiyanto

Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025 Biro Umum Kementerian Kelautan dan Perikanan
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1.1  Latar Belakang

Instansi pemerintah berkewajiban 

menjalankan good governance (tata 

pemerintahan yang baik) sehingga akan 

menghasilkan good government dan clean 

government. Tercapainya tata pemerintahan 

yang baik tercermin melalui indikator perilaku 

pemerintah dalam menjalankan kewenangan, 

tanggung jawab dan kewajiban pelayanannya 

yang memenuhi prinsip-prinsip: akuntabilitas, 

efisien dan efektif, transparansi, partisipasi, 

keadilan dan penegakkan aturan. Hal tersebut 

selaras dengan tujuan reformasi birokrasi yaitu 

menciptakan pemerintah yang profesional, 

berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan 

bersih dari KKN, mampu melayani publik 

dengan prima, netral, sejahtera, berdedikasi, 

serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan 

kode etik aparatur negara.

Penerapan sistem pertanggungjawaban 

kinerja yang tepat, jelas dan terukur merupakan 

syarat penting penyelenggaraan tata 

pemerintahan yang baik (good governance). 

Sebagai wujud pertanggungjawaban 

penyelenggaraan layanan serta pemantauan 

terhadap keberhasilan/kegagalan yang telah 

ditetapkan, maka maka Biro Umum wajib 

menyusun Laporan Kinerja (LKj). 

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk 

akuntabilitas dari pelaksanaan dan fungsi 

yang dipercayakan kepada setiap instansi 

pemerintah atas penggunaan anggaran. Lebih 

lanjut, LKj memuat pengukuran dan evaluasi 

kinerja serta pengungkapan (disclosure) atas 

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 

Interpretasi tersebut sesuai dengan 

amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 

tentang  Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan 

Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan.

1.2 Tujuan

Kondisi perekonomian global yang penuh 

ketidakpastian dan dipengaruhi berbagai 

faktor seperti pandemi, konflik geopolitik, 

serta perubahan iklim, berdampak signifikan 

pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam 

situasi ini, sektor kelautan dan perikanan 

memiliki peran strategis sebagai penggerak 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 

dan pemberdayaan masyarakat pesisir. 

Ōʢ̮ʢ̵ςʢΒ˥ȶ̵ầ Ōʢ̑ȶϒςȶ̵ầ ʐȶ̵ầ ƴʢΒ˥̉ȶ̵ȶ̵ầ ᴤŌŌƴᴥầ
mengambil langkah proaktif melalui kebijakan 

ekonomi biru, yang berfokus pada pengelolaan 

sumber daya laut secara berkelanjutan. 

Melalui lima program prioritas, KKP 

berupaya mengoptimalkan potensi kelautan 

dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi 

dan kesejahteraan nasional. Dalam rangka 

mempertanggungjawabkan pelaksanaannya, 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

diwajibkan mampu menampilkan akuntabilitas 

kinerjanya sehingga terjadi sinkronisasi antara 

perencanaan ideal yang dicanangkan dengan 

keluaran dan manfaat yang dihasilkan. 

Sebagai bagian integral dari Sekretariat 

Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

Biro Umum berperan dalam melaksanakan 

koordinasi dan fasilitasi pengelolaan rumah 

tangga, perlengkapan, tata usaha dan 

persuratan, serta pemberian pelayanan 

yang menunjang pelaksanaan tugas kantor 

pusat KKP. Keberhasilan kinerja Biro Umum 

dalam melaksanakan peran tersebut diukur 

berdasarkan capaian misi dan tujuan yang 

telah ditetapkan, evaluasi perencanaan 

strategis, serta perumusan indikator kinerja.

Oleh karena itu, disusunlah Laporan 

Kinerja (LKj) Biro Umum sebagai sarana untuk 

memberikan informasi kinerja yang telah 

dicapai dan menggambarkan hasil pengukuran 

kinerja Biro Umum selama kurun waktu yang 

ditetapkan. Selain itu, Laporan Kinerja (LKj) Biro 

Umum juga disusun sebagai salah satu bentuk 

media pertanggungjawaban atas anggaran 

yang telah dialokasikan terhadap kegiatan 

yang telah direncanakan dan dilaksanakan 

sehingga prinsip tata pemerintahan yang baik 

(good governance) dapat diwujudkan.

BAB I PendahuluanLaporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025

Gambar 1.1. Menteri dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
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1.3  Tugas dan Fungsi

Merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

Biro Umum memiliki tugas melaksanakan 

koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah 

tangga dan perlengkapan, keprotokolan, dan 

tata usaha pimpinan, serta persuratan dan 

kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud, Biro Umum menyelenggarakan 

fungsi: 

1.	 penyiapan koordinasi dan pelaksanaan 

urusan rumah tangga kantor pusat;

2.	 penyiapan koordinasi dan pengelolaan 

perlengkapan dan layanan perkantoran;

3.	 penyiapan koordinasi dan pelaksanaan 

keprotokolan Menteri dan Wakil 

Menteri;

4.	 pelaksanaan urusan ketatausahaan 

Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris 

Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus;

5.	 penyiapan pelaksanaan urusan 

persandian;

6.	 penyiapan koordinasi dan pengelolaan 

persuratan dan kearsipan;

7.	 pelaksanaan dan koordinasi 

administrasi jabatan fungsional di 

bawah pembinaan Biro Umum; dan

8.	 pelaksanaan urusan administrasi Biro 

Umum.

1.4  Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Umum didukung oleh sumber daya manusia 

αʢɽȶ̵Ѕȶ̉ầ ầממנ ƴʢˈȶϷȶ˥ᵜầ Ňϒ̮̑ȶ˒ầ ςʢΒαʢɽϒςầ ςʢΒʐ˥Β˥ầ ʐȶΒ˥ầ ǉũầ ᴤעמןầ ƴʢˈȶϷȶ˥ᴜầ ʐȶ̵ầũ̵ͅầ ǉũầ ᴤקשầ
Pegawai) yang tersebar berdasarkan status kepegawaian, jenjang pendidikan, jenis kelamin, 

serta generasi sebagaimana digambarkan pada grafis berikut ini:

BAB I PendahuluanLaporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025
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1.5  Potensi

1.6  Permasalahan dan Tantangan

Reformasi Birokrasi dan tata kelola 

pemerintahan yang baik merupakan 

prasyarat penting dalam pencapaian sasaran 

pembangunan nasional. Untuk itu perlu 

dilakukan pemetaan potensi yang dimiliki 

oleh Biro Umum, untuk memanfaatkan 

secara efektif dan efisien dari peluang dan 

kesempatan yang ada. Potensi yang dimiliki 

oleh Biro Umum antara lain: 

1.	 Komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh 

aparatur Biro Umum dalam mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang baik;

2.	 Sumber Daya Manusia baik struktural 

maupun fungsional yang handal dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi Biro 

Umum;

Sebagaimana Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 

Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 

^˥Β̉ͅΒȶα˥ầ ầףנמנᴾמנמנ ʐȶ̵ầ ŌʢΆϒςϒαȶ̵ầ
Menteri KP Nomor 166 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Keputusan Menteri KP Nomor 

32 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi 

^˥Β̉ͅΒȶα˥ầ ŌŌƴầ ςȶ˒ϒ̵ầ ᵛầףנמנᴾמנמנ ǉʢ̉ΒʢςȶΒ˥ȶςầ
Jenderal menjadi penggerak utama dalam 

mengimplementasikan amanat kepada setiap 

K/L untuk melakukan pelaksanaan RB di 

Lingkungan KKP. 

3.	 Sarana dan prasarana aparatur dalam 

pelaksanaan kegiatan perkantoran yang 

memadai;

4.	 Peraturan perundang-undangan 

sebagai dasar hukum yang kuat dalam 

pelaksanaan kegiatan di KKP;

5.	 Sistem kerja berbasis elektronik 

dan teknologi informasi yang dapat 

meningkatkan kualitas dan produktivitas 

kerja;

6.	 Pelaksanaan RB dalam peningkatan 

Birokrasi yang efektif, bersih, efisien, dan 

akuntabel. 

7.	 Informasi publik yang transparan dan 

kehumasan yang komunikatif dan adaptif.

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja 

Biro Umum, terdapat tantangan yang dihadapi 

antara lain sebagai berikut: 

1.	 Belum seluruh pegawai berkompeten 

mengenai digitalisasi dalam pelaksanaan 

pekerjaan sehari-hari karena SDM yang 

sangat heterogen dilihat dari jenjang 

pendidikan;

2.	 Masih diperlukan penataan organisasi di 

lingkungan Biro Umum yang disesuaikan 

dengan analisis beban kerja dan 

kebutuhan organisasi yang bersifat 

dinamis;

3.	 Pelaksanaan pemerintahan berbasis 

digital masih perlu penguatan sarana dan 

prasarana SDM untuk mencapai indeks 

SPBE.

BAB I PendahuluanLaporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025
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1.7 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) 

Tahun 2025 menginformasikan capaian 

kinerja Biro Umum selama Tahun 2025. 

Capaian kinerja dilihat dari penetapan kinerja 

tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan 

tahunan dan dievaluasi setiap triwulan. 

Dengan membandingkan antara capaian 

kinerja (performance result) tahun 2025 

dengan rencana kinerja (performance plan) 

tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan 

tahunan, maka akan teridentifikasi sejumlah 

celah kinerja (performance gap). Dari hasil 

analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat 

diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di 

masa yang akan datang.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja 

Biro Umum adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar 

belakang, tugas dan fungsi, organisasi dan 

personalia, sistematika penyajian.

BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan 

ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Biro 

Umum yang telah dicapai dalam satu tahun.

BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan 

capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja 

sasaran strategis, sesuai dengan hasil 

pengukuran kinerja. Hasil capaian dilengkapi 

dengan analisa:

1.	 Capaian Kinerja Organisasi

ï	 Membandingkan antara target dan 

realisasi kinerja triwulan sebelumnya;

ï	 Membandingkan antara realisasi 

kinerja serta capaian kinerja tahun 

ini dengan tahun lalu dan beberapa 

tahun terakhir;

ï	 Membandingkan realisasi kinerja 

sampai dengan tahun ini dengan target 

jangka menengah yang terdapat 

dalam dokumen perencanaan 

strategis organisasi;

ï	 Membandingkan realisasi tahun ini 

dengan standar nasional (jika ada);

ï	 Analisa penyebab keberhasilan/

kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif 

solusi yang telah dilakukan;

ï	 Analisa atas efisiensi penggunaan 

sumberdaya berdasarkan PMK Nomor 

107 Tahun 2024 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 62 Tahun 2023 tentang 

Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan 

Anggaran, serta Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan;

ï	 Analisa program/kegiatan yang 

menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan 

kinerja.

2.	 Realisasi Anggaran, memuat uraian 

realisasi anggaran yang digunakan dan 

yang telah digunakan untuk mewujudkan 

kinerja Biro Umum sesuai Dokumen 

Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan 

Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025 

dan menguraikan rencana tindak lanjut yang 

diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa 

datang.

12BAB I PendahuluanLaporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025 BAB I Pendahuluan
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2.1  Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2025 ñ 2029

Dalam mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan amanah dari Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

ầןש Ǘȶ˒ϒ̵ầ ầףנמנ ςʢ̵ςȶ̵ˈầ Ƽʢ̵ʄȶ̵ȶầ ŌʢΒ́ȶầ Ōʢ̮ʢ̵ςʢΒ˥ȶ̵ầ Ōʢ̑ȶϒςȶ̵ầ ʐȶ̵ầ ƴʢΒ˥̉ȶ̵ȶ̵ầ Ǘȶ˒ϒ̵ầ ᵜầפנמנ
Peraturan tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, 

program, dan kegiatan prioritas KKP. Regulasi ini menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan 

kelautan dan perikanan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

ũȶα˥̵ͅȶ̑ầᴤƼƴŇšũᴥᵜ

qȶ̑ȶ̮ầ ̵̉ͅςʢ̉αầ Άʢ̑ȶ̉αȶ̵ȶȶ̵ầ ƴʢΒȶςϒΒȶ̵ầ šʢ̵ςʢΒ˥ầ Ōʢ̑ȶϒςȶ̵ầ ʐȶ̵ầ ƴʢΒ˥̉ȶ̵ȶ̵ầ ũ̮ͅͅΒầ ầןש
Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Biro 

Umum memiliki peran strategis sebagai unit pendukung yang memastikan terselenggaranya 

fungsi-fungsi administratif dan logistik secara efektif dan efisien. Keterkaitan Biro Umum 

dalam mewujudkan Renja KKP tercermin melalui penyediaan layanan sarana dan prasarana, 

pengelolaan barang milik negara kantor pusat KKP, layanan keprotokolan dan rumah tangga, serta 

pengelolaan persuratan dan kearsipan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan 

prioritas KKP. Dengan memastikan kelancaran aspek operasional dan dukungan internal, Biro 

Umum berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis KKP, khususnya dalam 

menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berorientasi hasil. Oleh karena 

itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap 

tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang 

terukur. 

Sasaran merupakan target yang spesifik dan terukur dari tiap tujuan perencanaan. 

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan indikator sasaran. Indikator 

sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada 

tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaiannya (targetnya) 

masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan 

secara berkesinambungan. Pada masing-masing sasaran ditetapkan indikator yang dapat 

mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian, setiap tujuan 

yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

2.2  Rencana Kerja Tahun 2025

2.3  Pemanfaatan Informasi Kinerja Tahun 2024 sebagai Feedback Perencanaan
Kinerja Tahun 2025

šʢΒϓϒ̉ầΆȶʐȶầƴʢΒȶςϒΒȶ̵ầšʢ̵ςʢΒ˥ầŌʢ̑ȶϒςȶ̵ầʐȶ̵ầƴʢΒ˥̉ȶ̵ȶ̵ầũ̮ͅͅΒầןשầǗȶ˒ϒ̵ầףנמנầςʢ̵ςȶ̵ˈầ
Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, diketahui bahwa rencana kerja 

Biro Umum Tahun 2025 direpresentasikan dalam dokumen DIPA Satuan Kerja Biro Umum dan 

Pengadaan Barang/Jasa dengan total pagu sebesar Rp571.560.757.000. Sehubungan dengan 

adanya dinamika kebijakan seperti efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 

Ǘȶ˒ϒ̵ầפנמנầαʢΒςȶầΒʢ̑ȶ̉αȶα˥ầɽ̑̉ͅ˥Βầȶ̵ˈˈȶΒȶ̵ᵛầΆȶˈϒầʢ˃ʢ̉ς˥˃ầαȶȶςầ˥̵˥ầαʢɽʢαȶΒầƼΆצןפᵜףנעᵜעשרᵜמממᵜầ
Dari pagu efektif Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa tersebut, pagu efektif Biro 

Umum adalah sebesar Rp316.512.546.000 dengan rincian 35% merupakan belanja pegawai, 

Salah satu dasar penetapan target indikator kinerja Biro Umum Tahun 2025 adalah hasil 

evaluasi atas capaian kinerja tahun 2024. Hal tersebut merepresentasikan bahwa informasi 

kinerja telah dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi penetapan kinerja tahun berikutnya. Adapun 

hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai feedback perencanaan kinerja tahun 2025 

dijabarkan pada tabel berikut ini:

BAB II Perencanaan KinerjaLaporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025

50% belanja operasional dan pemeliharaan kantor, 10% pada layanan protokoler, dan 5% sisanya 

tersebar pada layanan umum, sarana dan prasarana internal, serta alat pengolah data.

Pada Tahun 2025, telah dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja di lingkup Sekretariat 

Jenderal sebagai implikasi dari penyesuaian organisasi dan tata kerja baru di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025. Sebelumnya, pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum 

dan Pengadaan Barang/Jasa berada dalam satu kesatuan unit kerja. Namun, berdasarkan 

peraturan tersebut, terjadi pemisahan struktur organisasi menjadi dua unit kerja yang berdiri 

sendiri, yakni Biro Umum dan Biro Pengadaan Barang/Jasa. Penyesuaian ini mulai berlaku efektif 

pada bulan April 2025 dan berdampak pada perubahan indikator kinerja, target kinerja serta 

fokus pelaksanaan layanan masing-masing unit. Dengan demikian, penyelarasan Perjanjian 

Kinerja dilakukan untuk mencerminkan pembagian tugas, fungsi, serta akuntabilitas kinerja 

yang lebih spesifik dan terukur sesuai struktur organisasi yang baru.

Tabel 2.1. Hasil Evaluasi Kinerja tahun 2024 dan Perencanaan Kinerja tahun 2025
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Dalam menetapkan target organisasi, 

Biro Umum berkomitmen menjaga keselarasan 

antara Rencana Kerja KKP Tahun 2025, 

Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2025, 

serta rancangan awal Rencana Strategis 

ŌŌƴầǗȶ˒ϒ̵ầפנמנầᴿầשנמנᵜầŌʢαʢ̑ȶΒȶαȶ̵ầȶ̵ςȶΒȶầ
Rancangan Rencana Strategis, Rencana 

Kerja, dan Perjanjian Kinerja merupakan 

elemen fundamental dalam perencanaan dan 

pengelolaan kinerja organisasi yang efektif 

dan akuntabel. Rencana Strategis selayaknya 

berfungsi sebagai arah kebijakan jangka 

menengah yang menetapkan visi, misi, tujuan, 

dan sasaran organisasi, sementara Rencana 

Kerja merupakan penjabaran tahunan dari 

strategi tersebut dalam bentuk program dan 

kegiatan yang lebih operasional. 

Di sisi lain, Perjanjian Kinerja menjadi 

komitmen formal antara Sekretaris Jenderal 

dengan Kepala Biro Umum atas target-target 

kinerja yang harus dicapai berdasarkan 

rencana kerja. Keselarasan ketiga dokumen ini 

memastikan bahwa setiap aktivitas organisasi 

terintegrasi, terukur, dan mendukung 

pencapaian tujuan strategis secara konsisten. 

Selain itu, keselarasan tersebut memperkuat 

mekanisme evaluasi dan pengendalian 

internal, mendorong efisiensi anggaran, serta 

membangun budaya kinerja yang transparan 

dan bertanggung jawab di lingkungan 

organisasi.

2.4  Keselarasan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029,
Rencana Kerja 2025 dan Perjanjian Kinerja 2025

BAB II Perencanaan KinerjaLaporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025

Tabel 2.2.ầƼȶ̵ʄȶ̵ˈȶ̵ầƼʢ̵ʄȶ̵ȶầǉςΒȶςʢˈ˥αầפנמנᴾשנמנầʐȶ̵ầƼʢ̵ʄȶ̵ȶầŌʢΒ́ȶầפנמנ

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2025
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3.1  Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai 

dasar dalam menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Dalam konteks tersebut, setiap indikator 

dalam perjanjian kinerja dijabarkan lebih lanjut 

dalam manual indikator. Perjanjian Kinerja 

dan Manual Indikator memiliki keterkaitan 

yang erat dalam sistem pengelolaan kinerja 

organisasi, karena keduanya berfungsi sebagai 

instrumen pendukung dalam mewujudkan 

akuntabilitas dan pencapaian hasil secara 

terukur. Perjanjian Kinerja merupakan 

dokumen formal yang memuat komitmen 

antara atasan dan bawahan terhadap target-

target kinerja yang harus dicapai dalam satu 

tahun anggaran, berdasarkan Rencana Kerja. 

Sementara itu, Manual Indikator merupakan 

dokumen teknis yang menjelaskan secara 

rinci definisi operasional, satuan ukuran, 

metode perhitungan, sumber data, serta 

frekuensi pengukuran dari masing-masing 

indikator kinerja. Dengan demikian, manual 

indikator menjadi acuan utama dalam 

mengukur dan mengevaluasi capaian yang 

tertuang dalam Perjanjian Kinerja secara 

objektif dan konsisten. Keterpaduan antara 

keduanya memastikan bahwa target yang 

disepakati tidak hanya bersifat kuantitatif, 

tetapi juga terukur, relevan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara metodologis 

dalam kerangka evaluasi kinerja organisasi.

 

Dalam pelaksanaannya, metode 

pengukuran kinerja pada Biro Umum 

menggunakan Sistem Aplikasi Perjanjian 

Kinerja online yaitu kinerjaku.kkp.go.id. Proses 

penghitungan kinerja menggunakan manual 

indikator yang telah disusun sebelumnya, 

serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-

kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja 

program. Koordinasi proses penghitungan 

dilakukan oleh para pengelola kinerja pada 

setiap sasaran strategis sesuai dengan 

tanggung jawabnya.

Dari 12 (dua belas) indikator kinerja pada 

tahun 2025, total capaian kinerja Biro Umum 

tahun 2025 sebesar 110,55% dengan kategori 

sangat baik. Capaian tersebut tidak terlepas 

dari komitmen pimpinan dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan publik serta kerjasama 

yang baik dari seluruh pegawai lingkup Biro 

Umum. Hal tersebut juga tercermin melalui 

realisasi output kegiatan strategis yang 

mendukung fungsi layanan internal, seperti 

pengelolaan administrasi perkantoran, 

layanan kerumahtanggaan, layanan protokoler, 

serta pengelolaan persuratan, arsip dan 

tata naskah dinas. Selain itu, capaian ini 

juga mencerminkan koordinasi lintas unit 

kerja yang berjalan optimal, serta komitmen 

terhadap efisiensi penggunaan anggaran dan 

peningkatan kualitas layanan. Keberhasilan 

ini menjadi indikator positif terhadap 

kapasitas organisasi dalam memenuhi target 

kinerja, serta memperkuat peran Biro Umum 

sebagai enabler bagi pelaksanaan tugas dan 

fungsi di lingkungan Sekretariat Jenderal 

secara komprehensif. Guna meningkatkan 

capaian tersebut, evaluasi berkelanjutan 

dan penyesuaian strategis diperlukan guna 

mengantisipasi dinamika kebutuhan layanan 

dan kebijakan organisasi ke depan.

Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025 BAB III Akuntabilitas Kinerja
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3.2  Evaluasi Atas Capaian Kinerja Tahun 2025

IK.1  Tingkat Digitalisasi Arsip KKP (Nilai)

1.	 @ĎƣňĮŬĮ ^ňĊĮĿëŲōũ kĮňĎũļë

2.	 Analisis Capaian Kinerja

Tingkat Digitalisasi Arsip Kementerian 

Kelautan dan Perikanan merupakan ukuran 

kuantitatif yang menggambarkan arsip statis 

dan dinamis yang telah dialihmediakan dari 

bentuk fisik ke bentuk digital secara sistematis 

dan terdokumentasi dalam sistem kearsipan 

berbasis elektronik. Indikator ini bertujuan 

untuk mencerminkan efektivitas dan efisiensi 

pengelolaan arsip dalam mendukung tata kelola 

pemerintahan yang transparan, akuntabel, 

serta responsif terhadap kebutuhan informasi. 

Digitalisasi arsip juga menjadi fondasi dalam 

mewujudkan sistem pemerintahan berbasis 

ʢ̑ʢ̉ςΒ̵ͅ˥̉ầᴤǉƴ^|ᴥầЅȶ̵ˈầςʢΒΆȶʐϒᵜầ

Capaian indikator Tingkat Digitalisasi 

Βα˥Άầ ŌŌƴầ ςȶ˒ϒ̵ầ ầפנמנ ̮ʢ̵ʄȶΆȶ˥ầ ̵˥̑ȶ˥ầ ầןשᵛףש
ʐʢ̵ˈȶ̵ầ ̉ȶςʢˈͅΒ˥ầ ầ ᴤǉȶ̵ˈȶςầ šʢ̮ϒȶα̉ȶ̵ᴜᵛầ
yang menunjukkan bahwa pelaksanaan 

digitalisasi arsip telah berjalan sangat baik dan 

mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini 

mencerminkan tingkat pemenuhan yang tinggi 

terhadap sasaran kinerja Biro Umum dalam 

mendukung pengelolaan arsip yang tertib, 

efisien, dan berbasis teknologi informasi. 

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam 

pelaksanaan dan pengukuran indikator ini 

adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

ầשממנ ςʢ̵ςȶ̵ˈầ ŌʢȶΒα˥Άȶ̵ầ αʢΒςȶầ ƴʢΒȶςϒΒȶ̵ầ
ƴΒʢα˥ʐʢ̵ầ ũ̮ͅͅΒầ ầפש Ǘȶ˒ϒ̵ầ ầרןמנ ςʢ̵ςȶ̵ˈầ
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 

Selain itu, Peraturan Arsip Nasional Republik 

ă̵ʐ̵ͅʢα˥ȶầᴤ ũƼăᴥầũ̮ͅͅΒầעầǗȶ˒ϒ̵ầמנמנầςʢ̵ςȶ̵ˈầ
Pedoman Umum Program Transformasi Digital 

Kearsipan menjadi rujukan teknis dalam 

pelaksanaan digitalisasi arsip di lingkungan 

instansi pemerintah.

Dengan capaian tersebut, sebagian 

besar arsip telah berhasil dialihmediakan dan 

dikelola dalam bentuk digital sesuai dengan 

ketentuan kearsipan yang berlaku. Kondisi ini 

berdampak pada meningkatnya kemudahan 

akses, kecepatan penelusuran, serta 

keandalan arsip dalam dalam mendorong 

terwujudnya tata kelola administrasi yang 

modern, transparan, dan akuntabel.

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dalam rangka menggambarkan keterkaitan 

pencapaian kinerja kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan. 

Capaian kinerja Biro Umum Tahun 2025 dapat dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang 

telah ditetapkan yaitu:

BAB III Akuntabilitas Kinerja
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3.	 Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja
Biro Umum berkomitmen untuk 

mewujudkan pencapaian indikator kinerja 

ini. Pada tahun 2025, Biro Umum telah 

melaksanakan beberapa kegiatan yang 

mendukung pencapaian kinerja ini, antara lain 

sebagai berikut:

a.	 Sosialisasi Kebijakan Kearsipan

Kegiatan ini bertujuan agar arsiparis 

dan pengelola arsip memahami kebijakan 

kearsipan yang berlaku di KKP dan mampu 

menerapkannya dalam melaksanakan 

pekerjaan sehari-hari. Pada 23 Januari 

2025, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi 

penyusutan arsip dinamis yang dihadiri oleh 

arsiparis dan pengelola arsip di lingkungan 

KKP dengan narasumber dari Arsip Nasional 

ƼʢΆϒɽ̑˥̉ầă̵ʐ̵ͅʢα˥ȶầᴤ ũƼăᴥᵜầǉʢ̑ȶ˥̵ầ˥ςϒᵛầΆȶʐȶầןנầ
Agustus 2025 telah dilaksanakan sosialisasi 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Naskah 

Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan 

dan Perikanan yang dihadiri oleh arsiparis dan 

pengelola arsip di lingkungan KKP dengan 

Ketua Tim Kerja Persuratan dan Kearsipan Biro 

Umum dan Penyusun Peraturan Perundang-

Undangan Biro Hukum sebagai narasumber.

Target

85

Realisasi

ןשᵛףש
Capaian(%)

Tahun 2025

111,66

Ōʢ̵ȶ˥̉ȶ̵ầףנמנᴾפנמנ
6,22

Target 2025

85

Capaian thd Target
ầᴤṯᴥפנמנ

Capaian thd Target
ầᴤṯᴥצנמנ

11,66

Target 2026

Ƽȶ̵ʄȶ̵ˈȶ̵ầƼʢ̵αςΒȶầǉʢς́ʢ̵ầפנמנᴾשנמנ

87 שמᵛשמן

2020

-

2021

-

2022

Ƽʢȶ̑˥αȶα˥ầשןמנᴾףנמנ

-

2023

-

2024

שצᵛרר
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Gambar 3.2. Sosialisasi Permen-KP Nomor 13 Tahun 2025

Tabel 3.1. Target dan realisasi Indikator Tingkat Digitalisasi Arsip KKP

Gambar 3.1. Sosialisasi Penyusutan Arsip Dinamis

b.	 Penyusunan Pedoman 

Penyelenggaraan Simpul Jaringan 

ă̵˃ͅΒ̮ȶα˥ầŌʢȶΒα˥Άȶ̵ầũȶα˥̵ͅȶ̑ầᴤŇăŌũᴥầʐ˥ầ
Lingkungan KKP

Pada 2 Januari 2025, Biro Umum telah 

meluncurkan Pedoman Penyelenggaraan 

ŇȶΒ˥̵ˈȶ̵ầă̵˃ͅΒ̮ȶα˥ầŌʢȶΒα˥Άȶ̵ầũȶα˥̵ͅȶ̑ầᴤŇăŌũᴥầ

menggambarkan efektivitas publikasi arsip 

dalam meningkatkan aksesibilitas informasi 

kearsipan serta mendukung terwujudnya 

tata kelola administrasi yang transparan dan 

akuntabel.

d.	 Evaluasi unit organisasi yang 

mendukung kegiatan Pengelolaan 

Simpul Jaringan Informasi Kearsipan 

ũȶα˥̵ͅȶ̑ầᴤŇăŌũᴥ
Biro Umum telah melaksanakan kegiatan 

evaluasi pada unit organisasi yang mendukung 

kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan 

ă̵˃ͅΒ̮ȶα˥ầŌʢȶΒα˥Άȶ̵ầũȶα˥̵ͅȶ̑ầᴤŇăŌũᴥầαʢɽȶ̵Ѕȶ̉ầ
4 kali kegiatan.

c.	 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi 

ŌʢȶΒα˥Άȶ̵ầũȶα˥̵ͅȶ̑ầᴤŇăŌũᴥ
Jumlah arsip yang dipublikasikan melalui 

ŇȶΒ˥̵ˈȶ̵ầă̵˃ͅΒ̮ȶα˥ầŌʢȶΒα˥Άȶ̵ầũȶα˥̵ͅȶ̑ầᴤŇăŌũᴥầ
KKP sebanyak 271 arsip, yang menunjukkan 

capaian kinerja telah melampaui target yang 

ditetapkan. Pencapaian tersebut diiringi 

dengan tingkat pemanfaatan yang baik dengan 

8.301 kunjungan ke JIKN KKP, sehingga 

di Lingkungan KKP. Dokumen ini merupakan 

bentuk komitmen Kementerian Kelautan dan 

Perikanan dalam mendukung pengelolaan 

kearsipan yang modern, terbuka, dan 

terintegrasi secara nasional. Sebagai bagian 

dari simpul jaringan informasi kearsipan 

nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan 

memiliki tanggung jawab untuk memastikan 

bahwa arsip sebagai rekaman informasi yang 

bernilai guna dapat diakses secara tepat, 

cepat, dan akurat, baik oleh pemerintah 

maupun oleh masyarakat.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Gambar 3.3. Pedoman Penyelenggaraan SIKN/JIKN di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Gambar 3.4. Laporan Monev JIKN
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e.	 Implementasi SRIKANDI di lingkungan 

KKP

Seluruh Unit Organisasi di Lingkungan 

KKP telah memiliki akun SRIKANDI untuk 

korespondensi eksternal dan sudah 

digunakan. Selain itu, Biro Umum telah 

melaksanakan kegiatan rapat koordinasi 

penerapan SRIKANDI untuk korespondensi 

Internal di lingkungan KKP dengan ANRI pada 

ςȶ̵ˈˈȶ̑ầשןầũͅϳʢ̮ɽʢΒầפנמנᵜ

f.	 Bimbingan Teknis Penciptaan Arsip  

Born Digital melalui Portal 

Korespondensi

Pada 30 Juni 2025, Biro Umum telah 

melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis 

Penciptaan Arsip Born Digital melalui Portal 

Korespondensi dengan jumlah presentase 

peserta yang mendapatkan nilai di atas 

αςȶ̵ʐȶΒầ̮ʢ̑ʢɽ˥˒˥ầςȶΒˈʢςầЅȶ˥ςϒầררᵛעשṯᵜ

g.	 Pengawasan Kearsipan pada Arsip 

yang sudah dialihmediakan

Biro Umum telah melaksanakan kegiatan 

Pengawasan Kearsipan pada Arsip yang 

αϒʐȶ˒ầ ʐ˥ȶ̑˥˒̮ʢʐ˥ȶ̉ȶ̵ầ ʐʢ̵ˈȶ̵ầ ˒ȶα˥̑ầ ṯầשרᵛרר
Unit Organisasi di Lingkungan KKP telah 

melaksanakan kegiatan alih media arsip.

Gambar 3.5. Laporan Sosialisasi Aplikasi Srikandi KKP

Gambar 3.6. Sosialisasi Aplikasi Srikandi KKP

Gambar 3.7. Undangan dan Laporan Kegiatan Bimtek

BAB III Akuntabilitas Kinerja

4.	 Penggunaan Sumber Daya
Dalam mewujudkan ketercapaian 

indikator kinerja ini, pada tahun 

2025 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp2.030.848.000 pada DIPA Satuan Kerja 

Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa. 

Adapun realisasi anggaran tersebut terhadap 

Άȶˈϒầʢ˃ʢ̉ς˥˃ầȶʐȶ̑ȶ˒ầαʢɽʢαȶΒầƼΆנᵜמעמᵜעןר ᴥשקןầ
ᴤששᵛששṯᴥᵜ

IK.2  Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Protokoler dan   
 	   Ketatausahaan Pimpinan (Nilai)

Indikator Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Protokoler dan Ketatausahaan 

ƴ˥̮Ά˥̵ȶ̵ầ̮ʢ̵ˈϒ̉ϒΒầαʢ̑ϒΒϒ˒ầ̉ʢˈ˥ȶςȶ̵ầ̉ʢΆΒͅς̉̑ͅͅʢΒȶ̵ầαʢαϒȶ˥ầǣ̵ʐȶ̵ˈᴱǣ̵ʐȶ̵ˈầũ̮ͅͅΒầשầǗȶ˒ϒ̵ầ
2010 tentang Keprotokolan. Capaian indikator ini didapat dari survei indeks kepuasan terhadap 

layanan pimpinan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan layanan pimpinan 

pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan pimpinan baik di kantor pusat maupun saat kunjungan 

ke daerah yang telah dilaksanakan oleh Biro Umum, Sekretariat Jenderal KKP. Responden 

survei berasal dari jajaran pimpinan dan pegawai Unit Kerja Eselon I baik di pusat maupun di 

daerah/UPT di lingkup KKP. Survei ini dilakukan menggunakan pedoman survei dari Peraturan 

Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Untuk 

penyusunan dan penilaian hasil survei menggunaan dasar Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks 

Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Sasaran responden adalah pengguna layanan protokoler dalam periode tahun berjalan, baik 

para pimpinan maupun pegawai yang terlibat dalam proses penyelenggaraan layanan protokoler, 

seperti UPT yang menjadi mitra tujuan kunjungan kerja pimpinan mitra penyelenggaraan acara 

kenegaraan yang melibatkan pimpinan. Nilai Indeks kepuasan terhadap layanan pimpinan 

dihitung dengan menggunakan ìnilai rata-rata tertimbangî masing-masing unsur pelayanan. 

qȶ̑ȶ̮ầΆʢ̵ˈ˒˥ςϒ̵ˈȶ̵ầ˥̵ʐʢ̉αầ̉ʢΆϒȶαȶ̵ầ̑ȶЅȶ̵ȶ̵ầ̉ʢΒϒ̮ȶ˒ςȶ̵ˈˈȶ̵ầςʢΒ˒ȶʐȶΆầשầϒ̵αϒΒầΆʢ̑ȶЅȶ̵ȶ̵ầ
yang dikaji. Setiap unsur pelayanan tersebut memiliki penimbang yang sama dengan rumus 

sebagai berikut:

1.	 @ĎƣňĮŬĮ ^ňĊĮĿëŲōũ kĮňĎũļë

Total unsur yang terisi

xJumlah unsur

^ͅɽͅςầ̵˥̑ȶ˥ầΒȶςȶᴱΒȶςȶầςʢΒς˥̮ɽȶ̵ˈầᵿầŇϒ̮̑ȶ˒ầɽͅɽͅςầᵿầןầᵿầũ

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata 

tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

ăŌšầᵿầTotal dari Nilai Persepsi per Unsur    x  nilai penimbang

Melalui perhitungan tersebut, dapat diperoleh tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval 

Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut:

Nilai

Persepsi

1

2

3

4

Nilai Interval

IKM

פקᵛןầᴿầממᵛן
מפᵛנầᴿầצקᵛן
פנᵛעầᴿầןפᵛנ
ממᵛףầᴿầצנᵛע

Nilai Interval 

Konversi IKM

פקᵛעףầᴿầפנ
מפᵛנצầᴿầצקᵛעף
פנᵛןרầᴿầןפᵛנצ
ממᵛממןầᴿầצנᵛןר

Mutu Pelayanan

D

C

B

A

Kinerja Unit 

Pelayanan

Tidak baik

Kurang baik

Baik

Sangat baik

Tabel 3.2. Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan
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Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Protokoler dan Ketatausahaan 

ƴ˥̮Ά˥̵ȶ̵ầ ᴤũ˥̑ȶ˥ᴜầ ̮ʢΒϒΆȶ̉ȶ̵ầ ˥̵αςΒϒ̮ʢ̵ầ Άʢ̵ˈϒ̉ϒΒȶ̵ầ ̉˥̵ʢΒ́ȶầ Ѕȶ̵ˈầ ɽʢΒςϓϒȶ̵ầ ϒ̵ςϒ̉ầ ̮ʢ̵˥̑ȶ˥ầ
persepsi dan tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan keprotokoleran 

dan ketatausahaan pimpinan yang diselenggarakan oleh Biro Umum. Pengukuran indikator ini 

dilaksanakan melalui survei yang dirancang secara metodologis dan dilaksanakan pada akhir 

tahun anggaran, guna menjamin objektivitas, keterwakilan responden, serta kelengkapan data 

yang diperoleh. 

ƴȶʐȶầςȶ˒ϒ̵ầפנמנᵛầʄȶΆȶ˥ȶ̵ầ˥̵ʐ˥̉ȶςͅΒầ˥̵˥ầαʢɽʢαȶΒầעשᵛפשầʐʢ̵ˈȶ̵ầ̉ȶςʢˈͅΒ˥ầαȶ̵ˈȶςầɽȶ˥̉ᵜầßȶ̑ầ
ini mengindikasikan komitmen pimpinan dan kerjasama seluruh pegawai dalam pelaksanaan 

tugas keprotokoleran dan ketatausahaan pimpinan sehingga dapat meningkatkan kepuasan 

para pengguna layanan.

2.	 Analisis Capaian Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Target

85

Realisasi

פשᵛעש
Capaian(%)

Tahun 2025

110,53

Ōʢ̵ȶ˥̉ȶ̵ầףנמנᴾפנמנ
-

Target 2025

85

Capaian thd Target
ầᴤṯᴥפנמנ

Capaian thd Target
ầᴤṯᴥצנמנ

110,53

Target 2026

Ƽȶ̵ʄȶ̵ˈȶ̵ầƼʢ̵αςΒȶầǉʢς́ʢ̵ầפנמנᴾשנמנầᴤŌʢΆαʢ̉́ʢ̵ầןןᴭףנמנᴥ

86 ףנᵛשמן

2020

-

2021

-

2022

Ƽʢȶ̑˥αȶα˥ầשןמנᴾףנמנ

-

2023

-

2024

-

Biro Umum berkomitmen dalam mewujudkan layanan keprotokolan dan ketatausahaan 

yang optimal dengan berorientasi pada pengguna layanan. Pada tahun 2025, Layanan 

ƴΒͅς̉̑ͅͅʢΒầŌʢ̮ʢ̵ςʢΒ˥ȶ̵ầŌʢ̑ȶϒςȶ̵ầʐȶ̵ầƴʢΒ˥̉ȶ̵ȶ̵ầᴤŌŌƴᴥầςʢ̑ȶ˒ầ̮ ʢ̵́ȶ̑ȶ̵̉ȶ̵ầΆʢΒȶ̵ầαςΒȶςʢˈ˥αầʐȶ̑ȶ̮ầ
mendukung pencapaian indikator yang meliputi pendampingan dan pelayanan pimpinan, 

pelantikan pejabat, penyelenggaraan acara kenegaraan, fasilitasi audiensi dan pertemuan 

strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, hingga rapat koordinasi dengan lembaga 

negara.

3.	 Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Tabel 3.3. Indeks Kepuasan Layanan Protokoler dan Ketatausahaan Pimpinan

Gambar 3.8. Pengawalan Kunjungan Kerja Pimpinan

Dalam rangka mewujudkan capaian 

indikator kinerja secara optimal, diperlukan 

dukungan sumber daya yang memadai, baik 

dari aspek sumber daya manusia, anggaran, 

sarana prasarana, maupun sistem pendukung 

lainnya. Pada tahun 2025, alokasi anggaran 

yang menunjang ketercapaian indikator 

˥̵˥ầ ȶʐȶ̑ȶ˒ầ αʢɽʢαȶΒầ ƼΆצנᵜשעעᵜףפרᵜמממầ
dengan rincian layanan protokoler sebesar 

Rp17.741.250.000 dan layanan perkantoran 

ᴤqȶ̵ȶầžΆʢΒȶα˥̵ͅȶ̑ầʐȶ̵ầƴʢ̮ʢ̑˥˒ȶΒȶȶ̵ầƼϒ̮ȶ˒ầ
q˥̵ȶαầ šʢ̵ςʢΒ˥ᴜầ αʢɽʢαȶΒầ ƼΆרᵜרשפᵜףמצᵜמממᵜầ
Adapun realisasi terhadap pagu efektif adalah 

αʢɽʢαȶΒầƼΆצנᵜצנעᵜןעפᵜקעקầᴤששᵛפשṯᴥᵜ

4.	 Penggunaan Sumber Daya

IK.3	 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kerumahtanggaan 
Kantor Pusat KKP (Nilai)

1.	 @ĎƣňĮŬĮ ^ňĊĮĿëŲōũ kĮňĎũļë
Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kerumahtanggaan Kantor 

Pusat KK adalah representasi tingkat kepuasan pengguna gedung kantor pusat KKP terhadap 

pelayanan kerumahtanggaan (kebersihan, pemeliharaan bangunan gedung dan keamanan) 

yang telah dilaksanakan oleh Biro Umum, Sekretariat Jenderal, KKP. Responden survei berasal 

dari pegawai Unit Kerja Eselon I yang berkantor di gedung kantor pusat KKP. Penyusunan 

dan penilaian hasil survei dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan 

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan 

Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sasaran responden adalah pengguna layanan kerumahtanggaan dalam periode tahun 

berjalan, seperti para pengguna layanan layanan kesehatan Klinik Pratama KKP, layanan 

keamanan, kebersihan, pengelolaan sarana dan prasarana kantor pusat, Taman Anak Sejahtera, 

hingga bus jemputan.

Indeks kepuasan terhadap layanan kerumahtanggan dihitung dengan menggunakan ìnilai 

rata-rata tertimbangî masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan 

̑ȶЅȶ̵ȶ̵ầ ̉ʢΒϒ̮ȶ˒ςȶ̵ˈˈȶ̵ầ ςʢΒ˒ȶʐȶΆầ ầש ϒ̵αϒΒầ Άʢ̑ȶЅȶ̵ȶ̵ầ Ѕȶ̵ˈầ ʐ˥̉ȶ́˥ᵜầ ǉʢς˥ȶΆầ ϒ̵αϒΒầ Άʢ̑ȶЅȶ̵ȶ̵ầ
tersebut memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

ăŌšầᵿầTotal dari Nilai Persepsi per Unsur    x  nilai penimbang

Untuk memperoleh nilai Indeks kepuasan terhadap pelayanan kerumahtanggan digunakan 

pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

^ͅɽͅςầ̵˥̑ȶ˥ầΒȶςȶᴱΒȶςȶầςʢΒς˥̮ɽȶ̵ˈầᵿầŇϒ̮̑ȶ˒ầɽͅɽͅςầᵿầןầᵿầמᵛףמ
Jumlah Unsur 25

Total unsur yang terisi
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Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks kepuasan terhadap pelayanan 

̉ʢΒϒ̮ȶ˒ςȶ̵ˈˈȶ̵ầ Ѕȶ˥ςϒầ ȶ̵ςȶΒȶầ ầפנ ᴿầ ầממן ̮ȶ̉ȶầ ˒ȶα˥̑ầ Άʢ̵˥̑ȶ˥ȶ̵ầ ςʢΒαʢɽϒςầ ʐ˥ȶςȶαầ ʐ˥̵̉ͅϳʢΒα˥̉ȶ̵ầ
dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM Unit Pelayanan x 25

Melalui perhitungan tersebut, dapat diperoleh tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval 

Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut:

Nilai

Persepsi

1

2

3

4

Nilai Interval

IKM

פקᵛןầᴿầממᵛן
מפᵛנầᴿầצקᵛן
פנᵛעầᴿầןפᵛנ
ממᵛףầᴿầצנᵛע

Nilai Interval 

Konversi IKM

פקᵛעףầᴿầפנ
מפᵛנצầᴿầצקᵛעף
פנᵛןרầᴿầןפᵛנצ
ממᵛממןầᴿầצנᵛןר

Mutu Pelayanan

D

C

B

A

Kinerja Unit 

Pelayanan

Tidak baik

Kurang baik

Baik

Sangat baik

Tabel 3.4. Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

2.	 Analisis Capaian Kinerja
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 

terhadap Layanan Kerumahtanggaan Kantor 

Pusat KKP merupakan pengukuran kinerja 

yang bertujuan untuk menilai persepsi 

dan tingkat kepuasan pengguna layanan 

terhadap kualitas layanan kerumahtanggaan 

yang diselenggarakan oleh Biro Umum. 

Pengukuran indikator ini dilaksanakan melalui 

survei yang dirancang secara metodologis 

dan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, 

guna menjamin objektivitas, keterwakilan 

responden, serta kelengkapan data yang 

diperoleh. Pada Tahun 2025 indikator 

˥̵˥ầ ̮ʢ̮ΆʢΒ̑ͅʢ˒ầ ʄȶΆȶ˥ȶ̵ầ αʢɽʢαȶΒầ ầששᵛעש
berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Umum 

̵̮ͅͅΒầ ầפנמנᴭȍăăᴭמןףᴭǗǣᵜצᴭǉŇᵜשמןנ ʐʢ̵ˈȶ̵ầ
kategori mutu pelayanan Sangat Baik. Nilai 

tersebut menunjukkan tingkat kepuasan 

pengguna layanan terhadap berbagai aspek 

penyelenggaraan layanan kerumahtanggaan 

yang diberikan, serta menggambarkan 

konsistensi kinerja Biro Umum dalam 

menjaga kualitas layanan sesuai standar 

yang telah ditetapkan. Selain itu, capaian ini 

juga mengindikasikan bahwa layanan yang 

diberikan mampu memenuhi kebutuhan 

pengguna layanan, baik dari sisi ketepatan, 

kecepatan, kemudahan, maupun kejelasan 

prosedur. Pada akhirnya, capaian indikator 

ini mencerminkan bahwa penyelenggaraan 

layanan kerumahtanggaan di Kantor Pusat 

KKP telah berjalan efektif dan memberikan 

dampak positif terhadap kelancaran dukungan 

administrasi perkantoran. Keberhasilan ini 

menjadi indikasi adanya tata kelola pelayanan 

yang semakin baik, responsif, dan berorientasi 

pada peningkatan kualitas pelayanan kepada 

pegawai serta pemangku kepentingan 

internal.

Target

85

Realisasi

ששᵛעש
Capaian(%)

Tahun 2025

110,58

Ōʢ̵ȶ˥̉ȶ̵ầףנמנᴾפנמנ
-

Target 2025

86

Capaian thd Target
ầᴤṯᴥפנמנ

Capaian thd Target
ầᴤṯᴥצנמנ

110,58

Target 2026

Ƽȶ̵ʄȶ̵ˈȶ̵ầƼʢ̵αςΒȶầǉʢς́ʢ̵ầפנמנᴾשנמנầᴤŌʢΆαʢ̉́ʢ̵ầןןᴭףנמנᴥ

86 שנᵛשמן

2020

-

2021

-

2022

Ƽʢȶ̑˥αȶα˥ầשןמנᴾףנמנ

-

2023

-

2024

-

Tabel 3.5. Target dan realisasi Indikator Indeks Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan Kantor Pusat

3.	 Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Biro Umum berkomtimen dalam 

mewujudkan layanan kerumahtanggaan yang 

baik dengan berorientasi pada pengguna 

layanan. Guna mewujudkan hal tersebut, 

telah dilaksanakan layanan kerumahtanggaan 

secara komprehensif guna mendukung 

kelancaran tugas dan fungsi organisasi 

di Kantor Pusat KKP. Layanan tersebut 

mencakup operasional klinik, pemanfaatan 

ruang rapat, wisma, kendaraan jemputan, 

serta penyediaan fasilitas olahraga, Taman 

Anak Sejahtera, dan ruang musik. Selain 

itu, dilaksanakan pemeliharaan gedung dan 

bangunan secara berkala. Seluruh kegiatan 

ini merupakan bagian dari upaya memastikan 

tersedianya lingkungan kerja yang sehat, 

tertib, nyaman, aman, dan representatif, 

sekaligus memperkuat citra kelembagaan.

Gambar 3.9. Taman Anak Sejahtera KKP Gambar 3.11. Layanan Kesehatan Klinik Pratama KKP

Gambar 3.10. Pemeliharaan Tata Udara Kantor Pusat KKP Gambar 3.12. Pendampingan Kegiatan KKP
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4.	 Penggunaan Sumber Daya
Guna mewujudkan capaian indikator 

kinerja secara optimal, diperlukan dukungan 

sumber daya yang memadai, baik dari aspek 

sumber daya manusia, anggaran, sarana 

prasarana, maupun sistem pendukung 

lainnya. Terkait dukungan anggaran, pada 

tahun 2025 terdapat alokasi anggaran 

sebesar Rp288.141.844.000 yang terkait 

dengan layanan kerumah- tanggaan kantor 

pusat KKP. Dari pagu total tersebut, terdapat 

ɽ̑̉ͅ˥Βầ ȶ̵ˈˈȶΒȶ̵ầ αʢɽʢαȶΒầ ƼΆףנ ᴥןנןᵜצשמᵜמממầ

berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 

2025 sehingga terdapat pagu efektif sebesar 

Rp264.020.748.000. Alokasi tersebut tersebar 

ke dalam beberapa Rincian Output antara lain 

ᴤןᴥầ ̑ȶςầ ƴʢ̵ˈ̑ͅȶ˒ầ qȶςȶầ ʐȶ̵ầ Ō̮ͅϒ̵˥̉ȶα˥ᵛầ ᴤנᴥầ
ǉȶΒȶ̵ȶầ ʐȶ̵ầ ƴΒȶαȶΒȶ̵ȶầ ă̵ςʢΒ̵ȶ̑ᵛầ ᴤעᴥầ ŖȶЅȶ̵ȶ̵ầ
ǣ̮ϒ̮ᵛầ ᴤףᴥầ ŖȶЅȶ̵ȶ̵ầ ƴʢΒ̉ȶ̵ςͅΒȶ̵ᵛầ ʐȶ̵ầ ᴤפᴥầ
Belanja Pegawai. Adapun realisasi anggaran 

secara akrual tahun 2025 adalah sebesar 

ƼΆעצנᵜרמצᵜרשצᵜעעעầ ȶςȶϒầ ṯầףרᵛשש ʐȶΒ˥ầ Άȶˈϒầ
efektif.

IK.4  Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal KKP (Nilai)

Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat 

Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan 

merupakan ukuran kinerja yang mencerminkan 

tingkat kepatuhan, efektivitas, dan kualitas 

penyelenggaraan kearsipan di lingkungan 

Sekretariat Jenderal KKP berdasarkan hasil 

pengawasan yang dilakukan oleh Arsip 

ũȶα˥̵ͅȶ̑ầ ƼʢΆϒɽ̑˥̉ầ ă̵ʐ̵ͅʢα˥ȶầ ᴤ ũƼăᴥᵜầ ũ˥̑ȶ˥ầ
ini diperoleh melalui serangkaian evaluasi 

terhadap aspek kebijakan, kelembagaan, 

sumber daya, sarana prasarana, serta 

penerapan sistem pengelolaan arsip, baik arsip 

dinamis maupun arsip statis, sesuai standar 

yang ditetapkan. Pengukuran ini bertujuan 

untuk menilai sejauh mana organisasi telah 

memenuhi prinsip-prinsip tata kelola kearsipan 

yang baik dan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

Pelaksanaan indikator ini mengacu pada 

ǣ̵ʐȶ̵ˈᴱǣ̵ʐȶ̵ˈầ ũ̮ͅͅΒầ ầעף Ǘȶ˒ϒ̵ầ ầשממנ
tentang Kearsipan, yang mengamanatkan 

penyelenggaraan kearsipan secara 

komprehensif dan akuntabel di setiap 

instansi pemerintah. Selain itu, pelaksanaan 

pengawasan kearsipan juga diatur dalam 

Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 

ầשןמנ ςʢ̵ςȶ̵ˈầ ƴʢ̵ˈȶϷȶαȶ̵ầ ŌʢȶΒα˥Άȶ̵ᵛầ Ѕȶ̵ˈầ

Adapun kategori penilaian hasil 

pengawasan penyelenggaraan kearsipan 

pada obyek pengawasan adalah sebagai 

berikut:

ï	 ũ˥̑ȶ˥ầʐ˥ȶςȶαầמשầαᵜʐᵜầממןầʐʢ̵ˈȶ̵ầ̉ȶςʢˈͅΒ˥ầ ầ
(sangat memuaskan)

ï	 ũ˥̑ȶ˥ầʐ˥ȶςȶαầמרầαᵜʐᵜầמשầʐʢ̵ˈȶ̵ầ̉ȶςʢˈͅΒ˥ầ ầ
(memuaskan)

ï	 Nilai diatas 70 s.d 80 dengan kategori BB 

(sangat baik)

1.	 @ĎƣňĮŬĮ ^ňĊĮĿëŲōũ kĮňĎũļë
menetapkan metode, ruang lingkup, dan 

indikator penilaian kinerja kearsipan. Adapun 

di lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan terdapat Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai 

pengawasan ini tidak hanya menjadi alat 

evaluasi internal, tetapi juga menjadi bagian 

dari upaya peningkatan kualitas pelayanan 

publik dan tata kelola pemerintahan yang 

berbasis informasi tertib arsip. 

Audit kearsipan internal dilakukan oleh 

tim pengawas kearsipan internal untuk menilai 

pengelolaan arsip dinamis di lingkungan 

pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, 

pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai 

pengawasan. tim pengawasan kearsipan 

di lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan dituangkan dalam Keputusan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tim 

Pengawas Kearsipan Internal di Lingkungan 

Kementerian kelautan dan Perikanan. 

ï	 Nilai diatas 60 s.d 70 dengan kategori B 

(baik)

ï	 Nilai diatas 50 s.d. 60 dengan kategori CC 

(cukup)

ï	 Nilai diatas 30 s.d. 50 dengan kategori C 

(kurang) dan

ï	 Nilai di atas 0 s.d 30 dengan kategori D 

(sangat kurang)

Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan 

Sekretariat Jenderal KKP pada Tahun 2025 

̮ʢ̮ΆʢΒ̑ͅʢ˒ầ ʄȶΆȶ˥ȶ̵ầ αʢɽʢαȶΒầ ầעעᵛשש ʐʢ̵ˈȶ̵ầ
ΆΒʢʐ˥̉ȶςầǉȶ̵ˈȶςầšʢ̮ϒȶα̉ȶ̵ầᴤ ᴥầɽʢΒʐȶαȶΒ̉ȶ̵ầ
Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor 

ᵜầפנמנᴭȍăᴭמננᴭǗǣᵜצᴭǉŇᵜקרמנ ũ˥̑ȶ˥ầ ςʢΒαʢɽϒςầ
menunjukkan bahwa pengelolaan kearsipan 

di lingkungan Sekretariat Jenderal telah 

dilaksanakan secara sangat baik dan sesuai 

dengan ketentuan kearsipan nasional, baik 

dari aspek pengelolaan arsip dinamis maupun 

pemenuhan standar layanan kearsipan. 

Capaian ini juga menunjukkan tingkat 

kepatuhan organisasi yang tinggi terhadap 

instrumen penilaian pengawasan kearsipan 

internal, serta mencerminkan meningkatnya 

kualitas tata kelola administrasi melalui 

praktik kearsipan yang tertib, terstandar, 

ʐȶ̵ầȶ̉ϒ̵ςȶɽʢ̑ᵜầ ƴȶʐȶầȶ̉˒˥Β̵Ѕȶᵛầ ̵˥̑ȶ˥ầ ầעעᵛשש ˥̵˥ầ
mengindikasikan bahwa penyelenggaraan 

fungsi kearsipan telah berada pada level 

kinerja yang optimal dan mampu memberikan 

dukungan signifikan terhadap efektivitas 

manajemen pemerintahan di lingkungan 

Sekretariat Jenderal KKP.

2.	 Analisis Capaian Kinerja

Target

80

Realisasi

עעᵛשש
Capaian(%)

Tahun 2025

120

Ōʢ̵ȶ˥̉ȶ̵ầףנמנᴾפנמנ
-

Target 2025

80

Capaian thd Target
ầᴤṯᴥפנמנ

Capaian thd Target
ầᴤṯᴥצנמנ

120

Target 2026

Ƽȶ̵ʄȶ̵ˈȶ̵ầƼʢ̵αςΒȶầǉʢς́ʢ̵ầפנמנᴾשנמנầᴤŌʢΆαʢ̉́ʢ̵ầןןᴭףנמנᴥ

81 120

2020

-

2021

-

2022

Ƽʢȶ̑˥αȶα˥ầשןמנᴾףנמנ

-

2023

-

2024

-

Tabel 3.6. Target dan Realisasi IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal KKP

Capaian nilai pengawasan kearsipan 

αʢɽʢαȶΒầששᵛעעầς˥ʐȶ̉ầςʢΒ̑ʢΆȶαầʐȶΒ˥ầΆʢ̑ȶ̉αȶ̵ȶȶ̵ầ
berbagai program dan kegiatan yang diarahkan 

untuk memperkuat tata kelola kearsipan secara 

3.	 Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja
menyeluruh. Kegiatan tersebut antara lain 

penguatan sistem pengelolaan arsip melalui 

penataan arsip aktif dan inaktif, peningkatan 

ketertiban administrasi kearsipan, penyiapan 
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instrumen kerja kearsipan sesuai ketentuan, 

serta pembenahan mekanisme pengendalian 

dan monitoring kearsipan secara berkala. 

Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan 

kearsipan melalui peningkatan kompetensi 

sumber daya manusia, pengelolaan sarana 

dan prasarana kearsipan yang memadai, serta 

penerapan standar operasional prosedur 

yang konsisten juga memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan kualitas pengawasan 

kearsipan. Pelaksanaan rangkaian program dan 

kegiatan tersebut berperan signifikan dalam 

memastikan kepatuhan terhadap standar 

kearsipan, sehingga Sekretariat Jenderal KKP 

mampu mencapai predikat Sangat Memuaskan 

pada pengawasan kearsipan tahun 2025.

Gambar 3.13. Penilaian arsip usul musnah

Gambar 3.14. Pemindahan dan Penataan Arsip

Gambar 3.16. Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal

Gambar 3.15. Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga kepada 
ANRI

4.	 Penggunaan Sumber Daya
Dalam mewujudkan ketercapaian 

indikator kinerja ini, pada tahun 

2025 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp2.030.848.000 pada DIPA Satuan Kerja 

Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa. 

Adapun realisasi anggaran tersebut terhadap 

Άȶˈϒầʢ˃ʢ̉ς˥˃ầȶʐȶ̑ȶ˒ầαʢɽʢαȶΒầƼΆנᵜמעמᵜעןר ᴥשקןầ
ᴤששᵛששṯᴥᵜ

IK.5	 Persentase Pelaksanaan Manajemen Hemat Energi Kantor Pusat KKP 
(Persen)

Indikator Persentase Pelaksanaan Manajemen Hemat Energi Kantor Pusat Kementerian 

Ōʢ̑ȶϒςȶ̵ầʐȶ̵ầƴʢΒ˥̉ȶ̵ȶ̵ầᴤŌŌƴᴥầ̮ʢΒϒΆȶ̉ȶ̵ầϒ̉ϒΒȶ̵ầ̉˥̵ʢΒ́ȶầЅȶ̵ˈầʐ˥ˈϒ̵ȶ̉ȶ̵ầϒ̵ςϒ̉ầ̮ʢ̵˥̑ȶ˥ầαʢ́ȶϒ˒ầ
mana penerapan kebijakan, program, dan praktik efisiensi energi telah dilaksanakan secara 

terukur dan sistematis di lingkungan kantor pusat KKP. Indikator ini mencerminkan komitmen 

instansi pemerintah dalam mendukung pengelolaan energi yang berkelanjutan, pengurangan 

emisi karbon, serta penghematan anggaran operasional melalui pengendalian penggunaan 

energi listrik dan sumber daya lainnya. 

Penilaian indikator dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 

tentang Penghematan Penggunaan Listrik yang merepresentasikan ketercapaian pelaksanaan 

rencana aksi hemat energi, termasuk optimalisasi peralatan dan teknologi, pengaturan 

operasional, serta kampanye perubahan perilaku pegawai dalam penggunaan energi secara 

efisien dengan rincian sebagai berikut:

1.	 @ĎƣňĮŬĮ ^ňĊĮĿëŲōũ kĮňĎũļë

Sangat Efisien

Kriteria

Efisien

Cukup Efisien

Boros

ᵻרᵛפ
̉Ȇ˒ᴭ̮2ᴭɽϒ̑ȶ̵

ףןᴾפᵛר
פᵛרןᴾףן
ᵼרןᵛפ

ᵻנמן
̉Ȇ˒ᴭ̮2ᴭςȶ˒ϒ̵

רצןᴾנמן
נננᴾרצן

ᵼנננ

100%

Nilai

75%

50%

25%

Tabel 3.7. Indikator Penilaian Pelaksanaan Manajemen Hemat Energi berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2012

Lebih lanjut, dasar hukum lain  

pelaksanaan indikator ini mengacu pada 

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 

tentang Konservasi Energi, yang mewajibkan 

setiap instansi pemerintah untuk menerapkan 

manajemen energi secara efisien dan 

berkelanjutan. Selain itu, indikator ini selaras 

dengan kebijakan penghematan energi 

nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

ᴤ|ǉqšᴥầ ũ̮ͅͅΒầ ầףן Ǘȶ˒ϒ̵ầ ầןנמנ ςʢ̵ςȶ̵ˈầ
Manajemen Energi di Gedung Pemerintah 

dan Bangunan Komersial, serta mendukung 

implementasi prinsip green government dalam 

rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

aksi, kebijakan, serta langkah implementasi 

penghematan energi telah terlaksana secara 

komprehensif. Capaian ini mencerminkan 

keberhasilan penerapan prinsip efisiensi 

energi yang terencana, terukur, dan konsisten, 

sekaligus menggambarkan tingkat kepatuhan 

yang tinggi terhadap ketentuan pengelolaan 

Indikator Persentase Pelaksanaan 

Manajemen Hemat Energi Kantor Pusat 

KKP pada tahun 2025 mencapai 100% 

berdasarkan Surat Provices Grup Nomor 

ᴭƴȃăᴭqăƼᴾšשמᵜשנמ ᴭăᴾצנמנầςȶ̵ˈˈȶ̑ầשầŇȶ̵ϒȶΒ˥ầ
2025 hal Laporan Manajemen Hemat Energi. 

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh rencana 

2.	 Analisis Capaian Kinerja
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Target

75

Realisasi

100

Capaian(%)

Tahun 2025

120

Ōʢ̵ȶ˥̉ȶ̵ầףנמנᴾפנמנ
-

Target 2025

75

Capaian thd Target
ầᴤṯᴥפנמנ

Capaian thd Target
ầᴤṯᴥצנמנ

120

Target 2026

Ƽȶ̵ʄȶ̵ˈȶ̵ầƼʢ̵αςΒȶầǉʢς́ʢ̵ầפנמנᴾשנמנầᴤŌʢΆαʢ̉́ʢ̵ầןןᴭףנמנᴥ

76 120

2020

-

2021

-

2022

Ƽʢȶ̑˥αȶα˥ầשןמנᴾףנמנ

-

2023

-

2024

-

3.	 Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja
Biro Umum telah melaksanakan 

berbagai program dan kegiatan yang disusun 

secara terencana dan berkelanjutan guna 

mendukung pencapaian indikator ini. Program 

tersebut antara lain pelaksanaan kebijakan 

pengendalian konsumsi energi listrik sesuai 

standar penghematan energi, penerapan 

operasional gedung dan peralatan kerja untuk 

mendukung efisiensi energi, serta optimalisasi 

penggunaan perangkat dan teknologi hemat 

energi di lingkungan Kantor Pusat KKP.

Selain itu, pelaksanaan monitoring 

dan evaluasi terhadap penggunaan energi 

dilakukan secara rutin untuk memastikan 

efektivitas kebijakan dan intervensi yang 

diterapkan. Penguatan disiplin dan kesadaran 

pegawai melalui sosialisasi dan kampanye 

perilaku hemat energi juga menjadi bagian 

penting dalam mendukung keberhasilan 

pelaksanaan program. Secara keseluruhan, 
Gambar 3.17. Pengkondisian Tata Udara Kantor Pusat KKP

4.	 Penggunaan Sumber Daya
Guna mewujudkan capaian indikator 

kinerja secara optimal, diperlukan dukungan 

sumber daya yang memadai, baik dari aspek 

sumber daya manusia, anggaran, sarana 

prasarana, maupun sistem pendukung 

lainnya. Terkait dukungan anggaran, pada 

tahun 2025 terdapat alokasi anggaran 

sebesar Rp288.141.844.000 yang terkait 

dengan layanan kerumah- tanggaan kantor 

pusat KKP. Dari pagu total tersebut, terdapat 

ɽ̑̉ͅ˥Βầ ȶ̵ˈˈȶΒȶ̵ầ αʢɽʢαȶΒầ ƼΆףנ ᴥןנןᵜצשמᵜמממầ

berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 

2025 sehingga terdapat pagu efektif sebesar 

Rp264.020.748.000. Alokasi tersebut tersebar 

ke dalam beberapa Rincian Output antara lain 

ᴤןᴥầ ̑ȶςầ ƴʢ̵ˈ̑ͅȶ˒ầ qȶςȶầ ʐȶ̵ầ Ō̮ͅϒ̵˥̉ȶα˥ᵛầ ᴤנᴥầ
ǉȶΒȶ̵ȶầ ʐȶ̵ầ ƴΒȶαȶΒȶ̵ȶầ ă̵ςʢΒ̵ȶ̑ᵛầ ᴤעᴥầ ŖȶЅȶ̵ȶ̵ầ
ǣ̮ϒ̮ᵛầ ᴤףᴥầ ŖȶЅȶ̵ȶ̵ầ ƴʢΒ̉ȶ̵ςͅΒȶ̵ᵛầ ʐȶ̵ầ ᴤפᴥầ
Belanja Pegawai. Adapun realisasi anggaran 

secara akrual tahun 2025 adalah sebesar 

ƼΆעצנᵜרמצᵜרשצᵜעעעầ ȶςȶϒầ ṯầףרᵛשש ʐȶΒ˥ầ Άȶˈϒầ
efektif.

energi sebagaimana diamanatkan dalam 

Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 

2012 tentang Penghematan Penggunaan 

Listrik. Nilai capaian 100% tersebut 

juga menunjukkan bahwa pengendalian 

penggunaan energi di lingkungan Kantor 

Pusat KKP telah dikelola secara baik, baik 

dari aspek pengaturan operasional gedung, 

optimalisasi pemanfaatan peralatan, maupun 

penerapan praktik kerja hemat energi. Secara 

keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa 

pelaksanaan manajemen hemat energi tidak 

hanya berkontribusi pada efisiensi penggunaan 

sumber daya, tetapi juga mendukung kebijakan 

pemerintah dalam mendorong pengelolaan 

energi yang berkelanjutan, pengurangan 

emisi karbon, serta penghematan anggaran 

operasional.

Tabel 3.8. Target dan Realisasi IKU Persentase Pelaksanaan Manajemen Hemat Energi KKP

rangkaian kegiatan tersebut berperan 

signifikan dalam memastikan manajemen 

hemat energi berjalan secara sistematis, 

terukur, dan berkesinambungan, sehingga 

indikator pelaksanaan manajemen hemat 

energi dapat mencapai capaian 100%.

Gambar 3.18. Satgas hemat energi patroli gedung dan pengisian 
data lembur pegawai bersama security

Gambar 3.19. Penerapan Sky Garden

IK.6	 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Umum

Nilai Penilaian Mandiri Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

ᴤǉ Ōăƴᴥầ^˥Βͅầǣ̮ϒ̮ầ̮ʢΒϒΆȶ̉ȶ̵ầϒ̉ϒΒȶ̵ầ̉˥̵ʢΒ́ȶầ
yang digunakan untuk menilai sejauh mana 

Biro Umum telah menerapkan prinsip-prinsip 

pengelolaan kinerja secara akuntabel, mulai 

dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, 

hingga evaluasi capaian kinerja yang 

berorientasi pada hasil (outcome). Penilaian ini 

dilakukan oleh Biro Perencanaan berdasarkan 

instrumen yang disusun oleh Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Ƽʢ˃ͅΒ̮ȶα˥ầ ^˥Β̉ͅΒȶα˥ầ ᴤŌʢ̮ʢ̵ςʢΒ˥ȶ̵ầ ƴ ũƼ^ᴥᵛầ

1.	 @ĎƣňĮŬĮ ^ňĊĮĿëŲōũ kĮňĎũļë
yang mencakup empat komponen utama: 

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, 

pelaporan kinerja, serta evaluasi capaian 

kinerja. Nilai penilaian mandiri ini tidak hanya 

mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap 

regulasi, tetapi juga menjadi tolak ukur atas 

kualitas tata kelola kinerja yang transparan, 

akuntabel, dan terintegrasi.

Indikator ini merujuk pada Peraturan 

ƴΒʢα˥ʐʢ̵ầ ũ̮ͅͅΒầ ầשנ Ǘȶ˒ϒ̵ầ ầףןמנ ςʢ̵ςȶ̵ˈầ
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, yang mengamanatkan setiap 

instansi pemerintah untuk menyelenggarakan 
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Pada Tahun 2025, indikator Nilai 

Penilaian Mandiri SAKIP Biro Umum memiliki 

ʄȶΆȶ˥ȶ̵ầ αʢɽʢαȶΒầ ầפנᵛשר ʐʢ̵ˈȶ̵ầ ΆΒʢʐ˥̉ȶςầ ầ
ᴤšʢ̮ϒȶα̉ȶ̵ᴜᵛầ̮ʢ̵˥̵ˈ̉ȶςầʐȶΒ˥ầ ʄȶΆȶ˥ȶ̵ầ ςȶ˒ϒ̵ầ
2024 sebesar 85,80, berdasarkan Surat 

ǉʢ̉ΒʢςȶΒ˥αầ Ňʢ̵ʐʢΒȶ̑ầ ũ̮ͅͅΒầ ^ᵜנןשᴭǉŇᴭƼfᵜמןצᴭ
ăȍᴭפנמנầςȶ̵ˈˈȶ̑ầןןầǉʢΆςʢ̮ɽʢΒầפנמנầ˒ȶ̑ầßȶα˥̑ầ
Penilaian Mandiri AKIP Tahun 2025. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan 

sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Biro 

Umum telah berjalan dengan baik dan berada 

pada tingkat kematangan yang akuntabel. 

Lebih lanjut, capaian ini mencerminkan 

keselarasan antara perencanaan kinerja, 

pelaksanaan program, pengukuran kinerja, 

hingga pelaporan yang dilakukan secara 

terstruktur, terdokumentasi, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

salah satu langkah penting dalam memastikan 

ketercapaian kinerja berjalan sesuai dengan 

sasaran yang ditetapkan.

Selain itu, peningkatan kapasitas 

pengelola kinerja dan inovasi Biro Umum turut 

ǉʢʄȶΒȶầ ϒ̮ϒ̮ᵛầ ̵˥̑ȶ˥ầ  פנᵛשר

 menggambarkan bahwa Biro Umum telah 

mampu menerapkan prinsip akuntabilitas 

kinerja secara konsisten, termasuk dalam 

aspek kualitas perencanaan, kejelasan 

indikator kinerja, keterukuran hasil, efektivitas 

pengelolaan sumber daya, serta keberlanjutan 

mekanisme evaluasi dan tindak lanjut hasil 

kinerja. Dengan demikian, capaian tersebut 

berkontribusi pada penguatan tata kelola 

pemerintahan yang baik di lingkungan 

Sekretariat Jenderal KKP, serta mendukung 

peningkatan kualitas manajemen kinerja 

organisasi secara menyeluruh.

mendorong peningkatan kualitas pengelolaan 

kinerja. Konsistensi dalam penerapan prinsip 

akuntabilitas, transparansi, serta pemanfaatan 

hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kinerja 

berkelanjutan menjadi faktor penting yang 

mendukung tercapainya nilai dimaksud.2.	 Analisis Capaian Kinerja

manajemen kinerja secara sistematis. Selain 

itu, pelaksanaannya juga berpedoman pada 

Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 

2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, yang memberikan 

panduan teknis dalam melakukan penilaian 

mandiri SAKIP, termasuk instrumen evaluasi 

dan tata cara pengisian.

Target

87

Realisasi

פנᵛשר
Capaian(%)

Tahun 2025

שפᵛנמן
Ōʢ̵ȶ˥̉ȶ̵ầףנמנᴾפנמנ

3,45

Target 2025

87

Capaian thd Target
ầᴤṯᴥפנמנ

Capaian thd Target
ầᴤṯᴥצנמנ

שפᵛנמן

Target 2026

Ƽȶ̵ʄȶ̵ˈȶ̵ầƼʢ̵αςΒȶầǉʢς́ʢ̵ầפנמנᴾשנמנầᴤŌʢΆαʢ̉́ʢ̵ầןןᴭףנמנᴥ

87,2 102,35

2020

-

2021

-

2022

Ƽʢȶ̑˥αȶα˥ầשןמנᴾףנמנ

-

2023

80,30

2024

85,80

Tabel 3.9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

3.	 Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja
Capaian nilai Penilaian Mandiri SAKIP 

Biro Umum tahun 2025 didukung oleh 

pelaksanaan berbagai program dan kegiatan 

yang diarahkan untuk memperkuat sistem 

manajemen kinerja. Upaya tersebut antara lain 

dilakukan melalui penyempurnaan dokumen 

perencanaan kinerja, penegasan indikator 

dan target kinerja yang lebih terukur, serta 

penguatan keselarasan antara perencanaan, 

pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Selain 

itu, penguatan mekanisme monitoring, 

evaluasi, dan pelaporan kinerja juga menjadi 

Gambar 3.20. Hasil Evaluasi AKIP Biro Umum Tahun 2025
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4.	 Penggunaan Sumber Daya
Dalam rangka mewujudkan pencapaian 

indikator kinerja secara optimal, diperlukan 

dukungan sumber daya yang memadai. 

Pada tahun 2025 terdapat alokasi anggaran 

yang mendukung indikator ini sebesar 

Rp3.237.715.000 pada subkomponen 

Penatausahaan Biro dengan realisasi sebesar 

ƼΆעᵜצענᵜששקᵜשןקầȶςȶϒầαʢɽʢαȶΒầששᵛקשṯᵜ

IK.7  Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil 

ũʢˈȶΒȶầ ᴤ ǉũᴥầ ^˥Βͅầ ǣ̮ϒ̮ầ ̮ʢΒϒΆȶ̉ȶ̵ầ
ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai 

tingkat profesionalitas ASN di lingkungan 

Biro Umum berdasarkan empat dimensi 

utama, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, 

dan disiplin/etika. Indeks ini bertujuan 

untuk menggambarkan sejauh mana ASN 

mampu menjalankan tugas dan fungsinya 

secara profesional, berintegritas, serta 

berorientasi pada pelayanan publik yang 

berkualitas. Penilaian ini dilakukan melalui 

mekanisme pengukuran berbasis data 

sistem kepegawaian, dikombinasikan dengan 

hasil evaluasi administratif dan dokumen 

pendukung lainnya yang mencerminkan 

pemenuhan standar profesionalitas ASN.

1.	 @ĎƣňĮŬĮ ^ňĊĮĿëŲōũ kĮňĎũļë
Pelaksanaan indikator ini mengacu 

pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang 

menegaskan pentingnya pengembangan 

profesionalitas ASN dalam rangka mewujudkan 

birokrasi yang efektif dan berdaya saing. 

Selain itu, pelaksanaan pengukuran indeks 

ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Ƽʢ˃ͅΒ̮ȶα˥ầ ^˥Β̉ͅΒȶα˥ầ ᴤƴʢΒ̮ʢ̵ƴ ũƼ^ᴥầ ũ̮ͅͅΒầ
38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi 

Jabatan ASN. Indeks ini menjadi salah satu 

indikator strategis dalam menilai kualitas 

sumber daya manusia birokrasi dan sebagai 

dasar perumusan kebijakan pengembangan 

ASN ke depan.

Pada Tahun 2025, Indeks Profesionalitas 

ΆȶΒȶςϒΒầ ǉ˥Ά˥̑ầ ũʢˈȶΒȶầ ᴤ ǉũᴥầ ^˥Βͅầ ǣ̮ϒ̮ầ
memperoleh nilai 87,45 dengan kategori 

Tinggi, sebagaimana tercantum dalam Nota 

Dinas Kepala Biro SDMAO Nomor 2240/

ǉŇᵜעᴭǗǣᵜמןנᴭȍăăᴭפנמנầ ςȶ̵ˈˈȶ̑ầ ầףנ qʢαʢ̮ɽʢΒầ
2025. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 

tingkat profesionalitas ASN Biro Umum 

berada pada kondisi yang baik, serta 

mencerminkan kemampuan aparatur dalam 

menjalankan tugas dan fungsi organisasi 

secara efektif, akuntabel, dan sesuai standar 

2.	 Analisis Capaian Kinerja
profesionalisme ASN. Capaian ini sekaligus 

memperlihatkan bahwa pengelolaan sumber 

daya manusia aparatur telah diarahkan secara 

sistematis untuk memastikan terpenuhinya 

aspek kompetensi, kualifikasi, disiplin, dan 

kinerja. Dengan demikian, nilai 87,45 kategori 

tinggi tidak hanya merepresentasikan kualitas 

individu aparatur, tetapi juga menunjukkan 

keberhasilan tata kelola manajemen ASN 

di Biro Umum dalam mendukung kinerja 

organisasi secara keseluruhan.

Target

87

Realisasi

87,45

Capaian(%)

Tahun 2025

106,65

Ōʢ̵ȶ˥̉ȶ̵ầףנמנᴾפנמנ
ᴾןᵛנף

Target 2025

87

Capaian thd Target
ầᴤṯᴥפנמנ

Capaian thd Target
ầᴤṯᴥצנמנ

106,5

Target 2026

Ƽȶ̵ʄȶ̵ˈȶ̵ầƼʢ̵αςΒȶầǉʢς́ʢ̵ầפנמנᴾשנמנầᴤŌʢΆαʢ̉́ʢ̵ầןןᴭףנמנᴥ

82,50 106,00

2020

-

2021

-

2022

Ƽʢȶ̑˥αȶα˥ầשןמנᴾףנמנ

-

2023

86,87

2024

87,83

Tabel 3.10. Target dan realisasi Indikator Profesional ASN Biro Umum

Tabel 3.11. Data IKU Indeks Profesionalitas ASN Per Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis

3.	 Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja
Dalam rangka mendukung pencapaian 

indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN, 

Biro Umum telah mengupayakan berbagai 

pelatihan yang diarahkan untuk memperkuat 

kapasitas teknis dan tata kelola aparatur. 

Kegiatan ini mencakup pelatihan arsiparis untuk 

meningkatkan kemampuan pengelolaan arsip 

sesuai standar, pelatihan pengadaan barang 

dan jasa guna memperdalam pemahaman 

regulasi serta prinsip transparansi, serta 

pelatihan keuangan yang berfokus pada 

pengelolaan anggaran dan pelaporan sesuai 

standar akuntansi pemerintah. 

Selain itu, unsur kualifikasi turut 

ditingkatkan melalui upaya tugas belajar bagi 

para pegawai. Seluruh kegiatan tersebut 

menjadi instrumen penting dalam membentuk 

ASN yang profesional, akuntabel, dan adaptif, 

sehingga secara langsung berkontribusi pada 

pencapaian target kinerja Biro Umum.

4.	 Penggunaan Sumber Daya
Dalam rangka mewujudkan pencapaian 

indikator kinerja secara optimal, diperlukan 

dukungan sumber daya yang memadai. 

Pada tahun 2025 terdapat alokasi anggaran 

yang mendukung indikator ini sebesar 

Rp3.237.715.000 pada subkomponen 

Penatausahaan Biro dengan realisasi sebesar 

ƼΆעᵜצענᵜששקᵜשןקầȶςȶϒầαʢɽʢαȶΒầששᵛקשṯᵜ
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IK.8  Persentase Penyelesaian Temuan BPK Biro Umum

Indikator Persentase Penyelesaian 

Temuan BPK Biro Umum merupakan ukuran 

kinerja yang digunakan untuk menilai 

tingkat penyelesaian atas rekomendasi 

hasil pemeriksaan yang diberikan oleh 

^ȶʐȶ̵ầ ƴʢ̮ʢΒ˥̉αȶầ Ōʢϒȶ̵ˈȶ̵ầ ᴤ^ƴŌᴥầ ςʢΒ˒ȶʐȶΆầ
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

negara yang berada dalam lingkup 

kewenangan Biro Umum. Indikator ini 

mencerminkan akuntabilitas dan responsivitas 

unit kerja dalam menindaklanjuti setiap temuan 

pemeriksaan secara tepat waktu, sesuai 

dengan rekomendasi yang tercantum dalam 

ŖȶΆͅΒȶ̵ầßȶα˥̑ầƴʢ̮ʢΒ˥̉αȶȶ̵ầᴤŖßƴᴥᵜầƴʢΒαʢ̵ςȶαʢầ
dihitung berdasarkan perbandingan antara 

jumlah rekomendasi temuan yang telah 

diselesaikan dengan total rekomendasi 

temuan yang menjadi tanggung jawab Biro 

Umum dalam satu periode pelaporan.

1.	 @ĎƣňĮŬĮ ^ňĊĮĿëŲōũ kĮňĎũļë
Dasar hukum pelaksanaan indikator ini 

mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang 

mewajibkan setiap entitas yang diperiksa 

untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil 

pemeriksaan paling lambat 60 hari sejak LHP 

diterima. Selain itu, indikator ini juga selaras 

dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri 

PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, serta Peraturan BPK Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Pemantauan Tindak 

Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. 

Pencapaian indikator ini menjadi tolok ukur 

penting dalam menilai efektivitas sistem 

pengendalian internal dan komitmen Biro 

Umum terhadap pengelolaan keuangan 

negara yang transparan dan bertanggung 

jawab.

Pada Tahun 2025, indikator Persentase 

Penyelesaian Temuan BPK Biro Umum 

memiliki capaian kinerja sebesar 100%. Hal 

ini menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi 

hasil pemeriksaan BPK telah ditindaklanjuti 

secara tuntas dan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Capaian ini menegaskan 

bahwa mekanisme pengelolaan tindak 

lanjut hasil pemeriksaan telah berjalan 

secara efektif, mulai dari proses identifikasi 

temuan, penetapan langkah korektif, hingga 

2.	 Analisis Capaian Kinerja
penyelesaian administrasi. Selain itu, 

capaian ini juga menggambarkan soliditas 

pengendalian internal, peningkatan kualitas 

tata kelola keuangan dan administrasi, serta 

komitmen organisasi dalam melakukan 

perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, 

tingkat penyelesaian temuan yang tuntas ini 

memberikan kontribusi langsung terhadap 

penguatan akuntabilitas, transparansi, dan 

kredibilitas pengelolaan program dan kegiatan 

di lingkungan Biro Umum.

3.	 Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja
Dalam rangka mendukung pencapaian 

target kinerja Persentase Penyelesaian 

Temuan BPK Biro Umum, telah dilaksanakan 

sejumlah program dan kegiatan strategis 

yang difokuskan pada penguatan tata kelola 

dan peningkatan efektivitas tindak lanjut 

hasil pemeriksaan. Biro Umum secara aktif 

melakukan identifikasi permasalahan secara 

komprehensif, serta membangun mekanisme 

pemantauan berkala melalui koordinasi intensif 

dengan unit-unit terkait, antara lain Biro 

Keuangan dan BMN serta Inspektorat Jenderal 

KKP. Selain itu, dilakukan pendampingan 

teknis dan penguatan kapasitas SDM dalam 

pengelolaan temuan, guna memastikan bahwa 

setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti 

secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan 

ketentuan. Kegiatan lainnya mencakup 

penyempurnaan dan penjelasan prosedur 

yang berlaku sebagai bentuk tindak lanjut 

temuan dan peningkatan akurasi pelaporan 

melalui sistem informasi yang terintegrasi. 

Seluruh upaya tersebut merupakan komitmen 

Biro Umum dalam menjaga akuntabilitas 

keuangan negara dan mendukung terciptanya 

tata kelola pemerintahan yang bersih, 

transparan, dan akuntabel.

4.	 Penggunaan Sumber Daya
Dalam rangka mewujudkan pencapaian 

indikator kinerja secara optimal, diperlukan 

dukungan sumber daya yang memadai. 

Pada tahun 2025 terdapat alokasi anggaran 

Target

100

Realisasi

100

Capaian(%)

Tahun 2025

100

Ōʢ̵ȶ˥̉ȶ̵ầףנמנᴾפנמנ
-

Target 2025

100

Capaian thd Target
ầᴤṯᴥפנמנ

Capaian thd Target
ầᴤṯᴥצנמנ

100

Target 2026

Ƽȶ̵ʄȶ̵ˈȶ̵ầƼʢ̵αςΒȶầǉʢς́ʢ̵ầפנמנᴾשנמנầᴤŌʢΆαʢ̉́ʢ̵ầןןᴭףנמנᴥ

100 100

2020

-

2021

100

2022

Ƽʢȶ̑˥αȶα˥ầשןמנᴾףנמנ

100

2023

100

2024

100

Tabel 3.12. Target dan realisasi IKU persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro Umum

yang mendukung indikator ini sebesar 

Rp3.237.715.000 pada subkomponen 

Penatausahaan Biro dengan realisasi sebesar 

ƼΆעᵜצענᵜששקᵜשןקầȶςȶϒầαʢɽʢαȶΒầששᵛקשṯᵜ
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IK.9  Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk 
Perbaikan Kinerja Biro Umum

Indikator Persentase Rekomendasi 

Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk 

Perbaikan Kinerja Biro Umum merupakan 

ukuran kinerja yang menggambarkan sejauh 

mana rekomendasi hasil pengawasan internal 

yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan 

ă̵ςʢΒ̵ầ ƴʢ̮ʢΒ˥̵ςȶ˒ầ ᴤ ƴăƴᴥᵛầ ʐȶ̑ȶ̮ầ ˒ȶ̑ầ ˥̵˥ầ
Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, telah ditindaklanjuti dan 

dimanfaatkan secara nyata untuk mendorong 

perbaikan kinerja di lingkungan Biro Umum. 

Indikator ini menilai efektivitas pemanfaatan 

hasil pengawasan sebagai dasar perbaikan 

tata kelola, penyempurnaan proses bisnis, 

serta peningkatan akuntabilitas dan efisiensi 

pelaksanaan tugas dan fungsi. Persentase 

dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi 

pengawasan internal yang telah dimanfaatkan 

untuk perbaikan kinerja dibandingkan dengan 

total rekomendasi yang diterima dalam 

periode tertentu.

1.	 @ĎƣňĮŬĮ ^ňĊĮĿëŲōũ kĮňĎũļë
Dasar hukum pelaksanaan indikator ini 

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 

60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

ă̵ςʢΒ̵ầ ƴʢ̮ʢΒ˥̵ςȶ˒ầ ᴤǉƴăƴᴥᵛầ Ѕȶ̵ˈầ ̮ʢ̵ˈȶςϒΒầ
bahwa setiap entitas pemerintah wajib 

menindaklanjuti dan memanfaatkan hasil 

pengawasan internal sebagai bagian dari 

proses pengendalian dan peningkatan kinerja. 

Selain itu, pengukuran indikator ini juga 

selaras dengan prinsip-prinsip akuntabilitas 

kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan 

ƴΒʢα˥ʐʢ̵ầũ̮ͅͅΒầשנầǗȶ˒ϒ̵ầףןמנầςʢ̵ςȶ̵ˈầǉ˥αςʢ̮ầ
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

ᴤǉ Ōăƴᴥᵛầ Ѕȶ̵ˈầ ̮ʢ̵ʢ̉ȶ̵̉ȶ̵ầ Άʢ̵ς˥̵ˈ̵Ѕȶầ
evaluasi dan perbaikan berkelanjutan 

berbasis bukti hasil pengawasan. Indikator ini 

menjadi cerminan dari komitmen Biro Umum 

dalam membangun budaya organisasi yang 

adaptif, responsif terhadap pengawasan, 

dan berorientasi pada peningkatan kualitas 

layanan secara berkesinambungan.

Pada tahun 2025, indikator Persentase 

Rekomendasi Hasil Pengawasan yang 

Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja 

Biro Umum menunjukkan capaian sebesar 

100%, yang mengindikasikan bahwa seluruh 

rekomendasi hasil pengawasan internal 

yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal 

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah 

ditindaklanjuti dan dimanfaatkan secara 

optimal dalam rangka peningkatan kinerja 

Biro Umum. Capaian ini mencerminkan 

komitmen tinggi Biro Umum terhadap prinsip 

akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan 

melalui respons yang cepat, tepat, dan terukur 

terhadap temuan pengawasan. Pemanfaatan 

2.	 Analisis Capaian Kinerja
rekomendasi tersebut telah diwujudkan dalam 

bentuk perbaikan tata kelola administratif 

serta penguatan pengendalian internal. Hasil 

ini juga mencerminkan efektivitas koordinasi 

antara Biro Umum dan Inspektorat Jenderal 

dalam menjaga keselarasan antara fungsi 

pengawasan dan pengambilan keputusan 

manajerial. Keberhasilan ini diharapkan dapat 

terus dipertahankan dan menjadi fondasi 

dalam membangun budaya organisasi yang 

adaptif dan responsif terhadap hasil evaluasi 

dan pengawasan internal.

Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025

3.	 Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja
Capaian optimal indikator Persentase 

Rekomendasi Hasil Pengawasan yang 

Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro 

Umum tidak terlepas dari pelaksanaan 

sejumlah program dan kegiatan strategis 

yang mendukung efektivitas tindak lanjut 

hasil pengawasan internal. Biro Umum secara 

konsisten melaksanakan monitoring dan 

tindak lanjut atas setiap rekomendasi hasil 

pemeriksaan Inspektorat Jenderal melalui 

forum koordinasi, penyusunan rencana aksi, 

serta pelaporan progres penyelesaian secara 

berkala. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut 

dilakukan secara sistematis melalui aplikas 

SIDAK KKP, yang memungkinkan pemantauan 

progres dan pelacakan status rekomendasi 

secara real-time dan terintegrasi. Selain 

itu, peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia dalam memahami substansi 

temuan dan rekomendasi pengawasan juga 

menjadi bagian penting dalam memastikan 

bahwa setiap rekomendasi benar-benar 

dimanfaatkan untuk perbaikan nyata terhadap 

tata kelola dan kinerja Biro Umum. Program/

kegiatan ini secara keseluruhan memperkuat 

budaya kerja yang responsif terhadap hasil 

pengawasan dan berorientasi pada perbaikan 

berkelanjutan.

Target

85

Realisasi

100

Capaian(%)

Tahun 2025

120%

Ōʢ̵ȶ˥̉ȶ̵ầףנמנᴾפנמנ
-

Target 2025

85

Capaian thd Target
ầᴤṯᴥפנמנ

Capaian thd Target
ầᴤṯᴥצנמנ

120%

Target 2026

Ƽȶ̵ʄȶ̵ˈȶ̵ầƼʢ̵αςΒȶầǉʢς́ʢ̵ầפנמנᴾשנמנầᴤŌʢΆαʢ̉́ʢ̵ầןןᴭףנמנᴥ

86 120%

2020

-

2021

-

2022

Ƽʢȶ̑˥αȶα˥ầשןמנᴾףנמנ

100

2023

100

2024

100
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Tabel 3.13. Target dan realisasi IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan
untuk perbaikan lingkup Biro Umum

Gambar 3.21. Data status tindak lanjut hasil pengawasan per satuan kerja/unit pelaksanaan teknis
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Pada tahun 2025, Indikator Kinerja 

ƴʢ̑ȶ̉αȶ̵ȶȶ̵ầ ̵ˈˈȶΒȶ̵ầᴤăŌƴ ᴥầǉȶς̉ʢΒầ̂ ˥Βͅầǣ̮ϒ̮ầ
dan Pengadaan Barang/Jasa memperoleh 

ʄȶΆȶ˥ȶ̵ầαʢɽʢαȶΒầפשᵛעפầЅȶ̵ˈầ̮ ʢ̑ȶ̮Άȶϒ˥ầςȶΒˈʢςầ
αʢɽʢαȶΒầנשᵜầǉʢ̑ȶ˥̵ầ˥ςϒᵛầʄȶΆȶ˥ȶ̵ầςʢΒαʢɽϒςầ́ϒˈȶầ
lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 

αʢɽʢαȶΒầעשᵛצקᵜầßȶα˥̑ầ˥ ̵˥ầ̮ ʢ̵ʄʢΒ̮˥̵̉ȶ̵ầ̉ ϒȶ̑˥ςȶαầ
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian 

anggaran yang semakin membaik.

Pada aspek perencanaan anggaran, 

Satker telah melaksanakan revisi anggaran 

αʢɽȶ̵Ѕȶ̉ầ ầשן Βʢϳ˥α˥ầqăƴ ầ αʢΒςȶầןףầ Βʢϳ˥α˥ầƴžŌᵛầ

2.	 Analisis Capaian Kinerja
dengan capaian tetap optimal sebesar 

100%. Hal ini disebabkan karena seluruh 

proses revisi dilaksanakan sedemikian rupa 

sesuai ketentuan penilaian IKPA. Namun 

demikian, nilai deviasi RPD sebesar 70,60% 

menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian 

antara rencana penarikan dana dan realisasi 

aktual. Hal tersebut sebagai akibat dinamika 

pelaksanaan tugas, efisiensi anggaran, serta 

beberapa penyesuaian kegiatan yang harus 

dilakukan di tengah tahun anggaran.

IK.10  Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Biro Umum dan 
Pengadaan Barang/Jasa

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

ᴤăŌƴ ᴥầ ǉȶς̉ʢΒầ ^˥Βͅầ ǣ̮ϒ̮ầ ʐȶ̵ầ ƴʢ̵ˈȶʐȶȶ̵ầ
Barang/Jasa merupakan ukuran kinerja yang 

digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan 

anggaran oleh satuan kerja berdasarkan aspek 

ketepatan waktu, kesesuaian perencanaan, 

efektivitas pelaksanaan, serta kepatuhan 

terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan. IKPA disusun oleh Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan Kementerian 

Keuangan sebagai alat monitoring dan 

evaluasi terhadap implementasi anggaran 

belanja negara, dengan tujuan mendorong 

peningkatan tata kelola keuangan negara yang 

efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

1.	 @ĎƣňĮŬĮ ^ňĊĮĿëŲōũ kĮňĎũļë
Pengukuran IKPA mencakup sejumlah 

indikator teknis, antara lain revisi DIPA, deviasi 

halaman III DIPA, penyerapan anggaran, 

penyelesaian tagihan, pengelolaan UP 

dan TUP, kesesuaian rencana penarikan 

dana, serta capaian output. Dasar hukum 

pelaksanaan indikator ini mengacu pada 

ƴʢΒȶςϒΒȶ̵ầ šʢ̵ςʢΒ˥ầ Ōʢϒȶ̵ˈȶ̵ầ ũ̮ͅͅΒầ ᴭפשן
PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian 

Negara/Lembaga, serta pedoman teknis 

yang diterbitkan setiap tahun oleh Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan. Capaian IKPA 

menjadi cerminan komitmen satuan kerja 

dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran 

yang berkualitas dan mendukung kinerja 

organisasi secara menyeluruh.

Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025

3.	 Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja
ƴʢ̵ʄȶΆȶ˥ȶ̵ầ ăŌƴ ầ αʢɽʢαȶΒầ ầעפᵛפש ς˥ʐȶ̉ầ

terlepas dari pelaksanaan berbagai langkah 

penguatan manajemen pelaksanaan anggaran 

yang dirancang secara sistematis. Upaya 

penguatan perencanaan dilakukan melalui 

pengendalian revisi DIPA agar tetap sesuai 

ketentuan, penyelarasan kebutuhan program 

dengan alokasi anggaran, serta pengendalian 

deviasi RPD melalui penyesuaian perencanaan 

yang lebih realistis dan adaptif terhadap 

perubahan pelaksanaan kegiatan.

Target

נש
Realisasi

עפᵛפש
Capaian(%)

Tahun 2025

103,84

Ōʢ̵ȶ˥̉ȶ̵ầףנמנᴾפנמנ
1,77

Target 2025

נש

Capaian thd Target
ầᴤṯᴥפנמנ

Capaian thd Target
ầᴤṯᴥצנמנ

103,84

Target 2026

Ƽȶ̵ʄȶ̵ˈȶ̵ầƼʢ̵αςΒȶầǉʢς́ʢ̵ầפנמנᴾשנמנầᴤŌʢΆαʢ̉́ʢ̵ầןןᴭףנמנᴥ

נש vמן 103,72

2020

-

2021

-

2022

Ƽʢȶ̑˥αȶα˥ầשןמנᴾףנמנ

-

2023

ףשᵛמש
2024

צקᵛעש
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Pada tahap pelaksanaan anggaran, 

Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/

Jasa menerapkan disiplin realisasi anggaran 

melalui percepatan proses pelaksanaan 

program, penguatan manajemen kontrak, serta 

penjaminan ketepatan waktu penyelesaian 

tagihan. Proses pengelolaan UP/TUP dilakukan 

dengan prinsip kehati-hatian, ketertiban 

administrasi, dan monitoring penggunaan 

dana secara berkala untuk memastikan 

4.	 Penggunaan Sumber Daya
Dalam rangka mewujudkan pencapaian 

indikator kinerja secara optimal, diperlukan 

dukungan sumber daya yang memadai. 

Pada tahun 2025 terdapat alokasi anggaran 

Pada aspek pelaksanaan anggaran, 

capaian menunjukkan kinerja yang kuat. 

Realisasi anggaran tahun 2025 per tanggal 

ầן Ňȶ̵ϒȶΒ˥ầ ầצנמנ ̮ʢ̵ʄȶΆȶ˥ầ ṯᵛầמףᵛפש ʐȶ̵ầ
ɽʢΒΆͅςʢ̵α˥ầ ̮ʢ̵ʄȶΆȶ˥ầ ṯầמצᵛשש ȶΆȶɽ˥̑ȶầ ˒˥ɽȶ˒ầ
selesai terealisasi. Capaian ini lebih baik 

dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar 

ṯᵜầũ˥̑ȶ˥ầɽʢ̑ȶ̵́ȶầ̵̉ͅςΒȶ̉ςϒȶ̑ầɽʢΒȶʐȶầΆȶʐȶầששקvש
angka 100, yang merefleksikan ketepatan 

waktu pelaksanaan kontrak, kelancaran 

pembayaran, serta kedisiplinan terhadap 

jadwal pengadaan. Penyelesaian tagihan 

juga menunjukkan kinerja sangat baik dengan 

ketepatan penyampaian SPM, ketertiban 

administrasi, serta penyelesaian tagihan 

kontraktual dan nonkontraktual secara tepat 

waktu.

Pada aspek pengelolaan kas, nilai 

Άʢ̵ˈʢ̑̑ͅȶȶ̵ầ ǣƴᴭǗǣƴầ ̮ʢ̵ʄȶΆȶ˥ầ ᵛầצעᵛשש
meningkat 2,61 poin dari tahun 2024 sebesar 

ᵛầפקᵛצש ̮ʢα̉˥Άϒ̵ầ ˃Βʢ̉ϒʢ̵α˥ầ Βʢϳ̑ͅϳ˥̵ˈầ ̮ȶα˥˒ầ
perlu ditingkatkan untuk menjaga konsistensi 

kinerja di tahun berikutnya. Selain itu, 

pelaksanaan belanja APBN di tahun 2025 

dilakukan tepat waktu sehingga tidak terdapat 

penggunaan dispensasi SPM, yang sekaligus 

mencerminkan tertib administrasi dan 

pengendalian keuangan yang baik. Secara 

̉ʢαʢ̑ϒΒϒ˒ȶ̵ᵛầ ʄȶΆȶ˥ȶ̵ầ ăŌƴ ầ αʢɽʢαȶΒầ ầעפᵛפש
menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran 

Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/

Jasa telah berjalan efektif, terkendali, serta 

berkontribusi langsung pada kualitas tata 

kelola keuangan yang efisien, transparan, dan 

akuntabel.

yang mendukung indikator ini sebesar 

Rp3.237.715.000 pada subkomponen 

Penatausahaan Biro dengan realisasi sebesar 

ƼΆעᵜצענᵜששקᵜשןקầȶςȶϒầαʢɽʢαȶΒầששᵛקשṯᵜ

Tabel 3.14. Target dan realisasi IKU indikator pelaksanaan kinerja   anggaran Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
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kesesuaian dengan ketentuan serta menjaga 

efektivitas pengelolaan kas. Penguatan sistem 

pembayaran dan kedisiplinan penyampaian 

SPM juga menjadi bagian penting dalam 

memastikan tidak adanya dispensasi SPM 

sepanjang tahun berjalan. Selain itu, penguatan 

koordinasi internal, peningkatan kapasitas 

pengelola keuangan, serta pembinaan 

terhadap pelaksana teknis turut mendukung 

peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran. 

Monitoring dan evaluasi rutin, penyusunan 

strategi percepatan pelaksanaan anggaran, 

Perbendaharaan, dengan mempertimbangkan 

aspek ketepatan waktu, kualitas perencanaan, 

serta kepatuhan terhadap regulasi yang 

berlaku.

Dasar hukum pelaksanaan indikator ini 

merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 214/PMK.02/2021 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga, yang 

mengatur prinsip, mekanisme, dan tata cara 

Pada tahun 2025, indikator Nilai Kinerja 

Perencanaan Anggaran Satker Biro Umum 

dan Pengadaan Barang/Jasa memiliki 

capaian kinerja αʢɽʢαȶΒầ ầעצᵛפש ɽʢΒʐȶαȶΒ̉ȶ̵ầ
Nota Dinas Biro Keuangan dan BMN Nomor 

138/SJ.2/RC.610/I/2026. Biro Umum telah 

melaksanakan berbagai langkah strategis 

untuk mendukung capaian indikator ini, antara 

lain melalui penyusunan perencanaan yang 

lebih akurat dan terintegrasi dengan sistem 

serta tindak lanjut atas hasil evaluasi menjadi 

instrumen penting dalam menjaga kinerja IKPA 

tetap berada pada kategori tinggi.

Melalui pelaksanaan rangkaian program 

dan kegiatan tersebut, Satker Biro Umum dan 

Pengadaan Barang/Jasa mampu memastikan 

pelaksanaan anggaran berjalan efektif, tertib, 

dan akuntabel, sehingga menghasilkan 

capaian IKPA yang melampaui target dan 

menunjukkan tren perbaikan kinerja dari tahun 

sebelumnya.

penyusunan perencanaan dan penganggaran 

berbasis kinerja. Selain itu, indikator ini 

juga merujuk pada KMK Nomor 466 Tahun 

2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan 

Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi 

Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan 

Anggaran. Nilai kinerja perencanaan 

anggaran menjadi salah satu indikator dalam 

memastikan efektivitas pengelolaan anggaran 

dan akuntabilitas di lingkungan Biro Umum.

penganggaran, penguatan koordinasi internal 

ʐȶ̑ȶ̮ầ ΆΒͅαʢαầ Άʢ̵Ѕϒαϒ̵ȶ̵ầ ƼŌ ᴾŌᴭŖᵛầ αʢΒςȶầ
pelaksanaan review dan penyesuaian rencana 

kerja secara berkala. Upaya-upaya tersebut 

menunjukkan komitmen organisasi dalam 

meningkatkan kualitas perencanaan anggaran 

secara berkelanjutan, yang diharapkan akan 

berdampak positif terhadap capaian indikator 

ini pada saat penilaian akhir tahun dilakukan.

4.	 Penggunaan Sumber Daya
Dalam rangka mewujudkan pencapaian 

indikator kinerja secara optimal, diperlukan 

dukungan sumber daya yang memadai. 

Pada tahun 2025 terdapat alokasi anggaran 

yang mendukung indikator ini sebesar 

Rp3.237.715.000 pada subkomponen 

Penatausahaan Biro dengan realisasi sebesar 

ƼΆעᵜצענᵜששקᵜשןקầȶςȶϒầαʢɽʢαȶΒầששᵛקשṯᵜ

Gambar 3.22. Indikator pelaksanaan anggaran

IK.11  Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Biro Umum dan Pengadaan 
Barang/Jasa

1.	 @ĎƣňĮŬĮ ^ňĊĮĿëŲōũ kĮňĎũļë
prioritas program dan kegiatan. Indikator 

ini mencerminkan sejauh mana satuan 

kerja mampu menerapkan prinsip-prinsip 

perencanaan anggaran yang efisien, efektif, 

berbasis kinerja, dan mendukung pencapaian 

sasaran strategis organisasi. Penilaian 

dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan 

melalui Direktorat Jenderal Anggaran dan Ditjen 

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 

Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa 

merupakan indikator kinerja yang digunakan 

untuk menilai kualitas proses perencanaan 

anggaran yang dilakukan oleh satuan kerja, 

khususnya dalam hal keselarasan antara 

perencanaan dan penganggaran, ketepatan 

waktu penyusunan dokumen perencanaan, 

serta ketepatan alokasi anggaran terhadap 

2.	 Analisis Capaian Kinerja

Target

71,5

Realisasi

עצᵛפש
Capaian(%)

Tahun 2025

120

Ōʢ̵ȶ˥̉ȶ̵ầףנמנᴾפנמנ
פףᵛש

Target 2025

71,5

Capaian thd Target
ầᴤṯᴥפנמנ

Capaian thd Target
ầᴤṯᴥצנמנ

120

Target 2026

Ƽȶ̵ʄȶ̵ˈȶ̵ầƼʢ̵αςΒȶầǉʢς́ʢ̵ầפנמנᴾשנמנầᴤŌʢΆαʢ̉́ʢ̵ầןןᴭףנמנᴥ

71,75 120

2020

-

2021

-

2022

Ƽʢȶ̑˥αȶα˥ầשןמנᴾףנמנ

-

2023

-

2024

86,18

Tabel 3.15. Target dan realisasi IKU Nilai kinerja perencanaan anggaran Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

3.	 Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja
Dalam rangka mendukung pencapaian 

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker 

Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, telah 

dilaksanakan berbagai program dan kegiatan 

yang difokuskan pada peningkatan kualitas 

proses perencanaan dan penganggaran. 

Upaya tersebut antara lain optimalisasi 

penyusunan rencana kerja dan anggaran 

yang dilakukan secara lebih sistematis, 

partisipatif, dan berbasis data. Biro Umum 

juga mendorong peningkatan kapasitas 

perencana dan pengelola anggaran melalui 

keikutsertaan dalam forum bimbingan teknis, 

konsultasi dengan Kementerian Keuangan, 
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4.	 Penggunaan Sumber Daya
Dalam rangka mewujudkan pencapaian 

indikator kinerja secara optimal, diperlukan 

dukungan sumber daya yang memadai. 

Pada tahun 2025 terdapat alokasi anggaran 

yang mendukung indikator ini sebesar 

Rp3.237.715.000 pada subkomponen 

Penatausahaan Biro dengan realisasi sebesar 

ƼΆעᵜצענᵜששקᵜשןקầȶςȶϒầαʢɽʢαȶΒầששᵛקשṯᵜ

serta pembelajaran dari hasil evaluasi kinerja 

tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, dilakukan 

penguatan koordinasi lintas unit untuk 

memastikan keselarasan antara rencana 

kegiatan dan kebutuhan riil program yang 

akan dilaksanakan.

Dalam mendukung proses tersebut, Biro 

Umum secara aktif memanfaatkan berbagai 

platform digital nasional, seperti KRISNA 

untuk proses perencanaan dan penganggaran 

yang terintegrasi, satuDJA untuk validasi 

dan komunikasi data perencanaan dengan 

Direktorat Jenderal Anggaran, serta SAKTI 

dalam proses pencatatan dan pelaporan 

anggaran secara elektronik. Pemanfaatan 

sistem-sistem digital ini tidak hanya 

mempercepat proses administrasi, tetapi 

juga meningkatkan akurasi, transparansi, 

dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan 

perencanaan anggaran. Dengan dukungan 

perangkat digital yang terintegrasi, proses 

perencanaan anggaran Biro Umum diarahkan 

untuk semakin berkualitas, adaptif, dan sesuai 

dengan prinsip pengelolaan keuangan negara 

yang baik.

IK.12  Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-
Undangan Bidang Administrasi, Pengadaan Barang/Jasa dan Pelayanan Pimpinan

1.	 @ĎƣňĮŬĮ ^ňĊĮĿëŲōũ kĮňĎũļë
Pada tahun 2025, program penyusunan 

peraturan perundang-undangan yang menjadi 

tanggung jawab Biro Umum difokuskan pada 

penyusunan regulasi terkait Tata Naskah Dinas 

di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. Regulasi ini disusun sebagai bagian 

dari upaya penguatan tertib administrasi dan 

standarisasi komunikasi kedinasan di seluruh 

unit kerja KKP, baik di pusat maupun daerah. 

Penyusunan peraturan tersebut bertujuan 

untuk menyediakan landasan hukum yang 

jelas, seragam, dan terkini dalam pelaksanaan 

korespondensi resmi, sejalan dengan 

dinamika organisasi dan perkembangan 

sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Persentase Penyelesaian Program 

Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 

Biro Umum merupakan ukuran kinerja yang 

digunakan untuk menilai tingkat keterlaksanaan 

program penyusunan regulasi yang menjadi 

tanggung jawab Biro Umum, baik dalam bentuk 

peraturan menteri, keputusan, maupun produk 

hukum lainnya yang mendukung pelaksanaan 

tugas dan fungsi organisasi. Indikator ini 

dihitung berdasarkan perbandingan antara 

jumlah rancangan produk hukum yang telah 

diselesaikan dengan jumlah keseluruhan target 

penyusunan yang tercantum dalam rencana 

kerja tahun berjalan. Pengukuran indikator ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa proses 

penyusunan peraturan dilakukan secara tepat 

waktu, sistematis, dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Indikator ini dilaksanakan berdasarkan 

amanat Peraturan Menteri Kelautan dan 

ƴʢΒ˥̉ȶ̵ȶ̵ầ ũ̮ͅͅΒầ ầמנמנᴭƴ|Ƽš|ũᴾŌƴᴭנצ
tentang Pembentukan Produk Hukum di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, yang mengatur bahwa setiap 

penyusunan produk hukum harus melalui 

proses perencanaan, harmonisasi, dan 

penetapan sesuai prosedur yang baku. Fokus 

pada tata naskah dinas juga menunjukkan 

komitmen Biro Umum dalam menciptakan 

sistem administrasi pemerintahan yang 

efektif, efisien, dan mendukung akuntabilitas 

kelembagaan. Penyelesaian regulasi ini 

diharapkan dapat memberikan kepastian 

hukum dan panduan teknis yang jelas bagi 

seluruh pegawai dalam menyusun, mengelola, 

dan mendistribusikan dokumen resmi 

kedinasan secara profesional dan terstandar.

Pada tahun 2025, indikator Persentase 

Penyelesaian Program Penyusunan 

Peraturan Perundang-Undangan Biro Umum 

memiliki capaian sebesar 100%. Capaian ini 

menunjukkan hasil yang signifikan dalam 

tahapan penyusunan regulasi terkait Tata 

Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan. Hal ini mencerminkan 

keseriusan dan komitmen Biro Umum dalam 

memastikan bahwa proses pembentukan 

regulasi dilaksanakan secara sistematis, 

2.	 Analisis Capaian Kinerja
partisipatif, dan sesuai prosedur yang berlaku. 

Analisis terhadap capaian kinerja pada periode 

ini menunjukkan bahwa proses berjalan 

sesuai dengan jadwal yang direncanakan 

dan berpotensi untuk mencapai target 100% 

pada akhir tahun. Keberhasilan penyelesaian 

regulasi ini nantinya akan berkontribusi 

langsung terhadap peningkatan kualitas tata 

kelola administrasi kedinasan di lingkungan 

KKP.

Target

100

Realisasi

100

Capaian(%)

Tahun 2025

100

Ōʢ̵ȶ˥̉ȶ̵ầףנמנᴾפנמנ
-

Target 2025

100

Capaian thd Target
ầᴤṯᴥפנמנ

Capaian thd Target
ầᴤṯᴥצנמנ

100

Target 2026

Ƽȶ̵ʄȶ̵ˈȶ̵ầƼʢ̵αςΒȶầǉʢς́ʢ̵ầפנמנᴾשנמנầᴤŌʢΆαʢ̉́ʢ̵ầןןᴭףנמנᴥ

100 100

2020

-

2021

-

2022

Ƽʢȶ̑˥αȶα˥ầשןמנᴾףנמנ

-

2023

-

2024

-

Tabel 3.16. Target dan realisasi IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Administrasi, 
Pengadaan Barang/Jasa dan Pelayanan Pimpinan

3.	 Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja
Dalam rangka mendukung pencapaian 

indikator kinerja ini, Biro Umum telah 

melaksanakan kegiatan strategis guna 

mendukung pencapaian IKU Penyelesaian 

Program Penyusunan Peraturan Perundang-

Undangan. Kegiatan pertama adalah rapat 

harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan tentang Tata Naskah 

Dinas bersama Kementerian Hukum dan HAM 

pada 15 Juli 2025, yang dilaksanakan secara 

daring dan luring di Ruang Rapat Bawal. 

Harmonisasi ini menjadi tahap penting untuk 
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Gambar 3.23. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan

memastikan rancangan peraturan selaras 

dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku serta menghindari potensi disharmoni 

regulasi.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut, 

dilakukan penetapan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 

2025 tentang Tata Naskah Dinas pada 12 

Agustus 2025. Penetapan ini sebagai bentuk 

penyelesaian proses penyusunan regulasi 

sekaligus memberikan dasar hukum yang 

jelas dalam pengelolaan tata naskah dinas di 

lingkungan KKP.

4.	 Penggunaan Sumber Daya
Dalam rangka mewujudkan pencapaian 

indikator kinerja secara optimal, diperlukan 

dukungan sumber daya yang memadai. 

Pada tahun 2025 terdapat alokasi anggaran 

yang mendukung indikator ini sebesar 

Rp3.237.715.000 pada subkomponen 

Penatausahaan Biro dengan realisasi sebesar 

ƼΆעᵜצענᵜששקᵜשןקầȶςȶϒầαʢɽʢαȶΒầששᵛקשṯᵜ

3.3  Kinerja Anggaran

Pada tahun 2025, total pagu anggaran 

lingkup Satker Biro Umum dan Pengadaan 

Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal, 

Kementerian Kelautan dan Perikanan tercatat 

sebesar Rp572.617.766.000. Dari jumlah 

tersebut, sebesar Rp55.235.864.000 masih 

dalam status blokir, sehingga pagu efektif yang 

ςʢΒαʢʐ˥ȶầ ȶʐȶ̑ȶ˒ầ αʢɽʢαȶΒầ ƼΆןפᴥןרעקᵜנמשᵜמממᵜầ
Realisasi anggaran berdasarkan mekanisme 

ǉƴנqầ ̮ʢ̵ʄȶΆȶ˥ầ ƼΆףןפᵜששקᵜנקצᵜעקנầ ȶςȶϒầ
αʢ̉˥ςȶΒầששᵛמפṯầʐȶΒ˥ầΆȶˈϒầʢ˃ʢ̉ς˥˃ᴥ ầǉʢ̮ʢ̵ςȶΒȶầ˥ςϒᵛầ
realisasi berdasarkan metode akrual tercatat 

αʢɽʢαȶΒầ ƼΆףןפᵜששקᵜנקצᵜעקנᵛᵛầ ȶςȶϒầ ̮ʢ̵ʄȶΆȶ˥ầ
ṯầמפᵛשש ʐȶΒ˥ầ ςͅςȶ̑ầ Άȶˈϒầ ʢ˃ʢ̉ς˥˃ᴥ ầ fȶΆȶ˥ȶ̵ầ ˥̵˥ầ
mencerminkan kinerja pelaksanaan anggaran 

yang cukup progresif di tengah dinamika 

organisasi dan kebijakan efisiensi anggaran.

Dengan pagu efektif sebesar 

ƼΆנשנᵜןשעᵜמפףᵜמממᵛầ ^˥Βͅầ ǣ̮ϒ̮ầ ςʢ̑ȶ˒ầ
merealisasikan anggaran sebesar 

ƼΆןשנᵜררקᵜצשᴥשצןקầȶςȶϒầαʢɽʢαȶΒầששᵛשקṯᵜầʐȶΒ˥ầ
pagu efektif. Capaian ini menunjukkan bahwa 

Biro Umum menjadi kontributor signifikan 

dalam serapan anggaran lingkup Sekretariat 

Jenderal, baik dalam hal operasional 

perkantoran, protokoler, pengelolaan layanan 

umum, maupun sarana dan prasarana internal. 

Dalam konteks ini, Biro Umum dan  memiliki 

pagu terbesar dan menyumbang lebih dari 

85% dari total realisasi Sekretariat Jenderal. 

Selanjutnya, dengan adanya pemisahan 

secara kelembagaan nantinya, diharapkan 

tata kelola anggaran dapat lebih terfokus 

dan akuntabel sesuai dengan fungsi masing-

masing unit kerja.

3.4	 Tindaklanjut atas Rekomendasi SAKIP Tahun 2024

Sebagai bentuk komitmen terhadap 

peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan 

dan akuntabilitas kinerja, Biro Umum 

telah melaksanakan tindak lanjut atas 

rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 

2024. Secara umum, seluruh rekomendasi 

telah ditindaklanjuti melalui penyempurnaan 

perencanaan kinerja, peningkatan kualitas 

indikator, serta penguatan sistem monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan. Dengan demikian, capaian kinerja 

dapat lebih baik dari tahun 2023 dan 2024 

serta capaian PM SAKIP Tahun 2025 lebih 

baik dari tahun 2024. Namun demikian, fokus 

perhatian diarahkan secara khusus pada 

aspek Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

ᴤăŌƴ ᴥᵛầ ̮ʢ̵ˈ˥̵ˈȶςầ ʄȶΆȶ˥ȶ̵ầ ăŌƴ ầ ςȶ˒ϒ̵ầ ầףנמנ
belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal 

ini menjadi perhatian strategis karena IKPA 

merupakan salah satu indikator utama dalam 

menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan 

anggaran, serta mencerminkan kualitas 

belanja dan ketepatan pelaksanaan kegiatan.

Dalam konteks ini, Biro Umum sebagai 

satker induk memiliki penting dalam 

pengelolaan layanan internal Sekretariat 

Jenderal. Berbagai langkah telah dilaksanakan 

oleh Biro Umum untuk memperbaiki kinerja 

pelaksanaan anggaran, antara lain dengan 

melakukan evaluasi internal atas proses 

perencanaan dan eksekusi kegiatan, 

penyesuaian jadwal pelaksanaan belanja, 

peningkatan akurasi perencanaan kebutuhan, 

serta penguatan pengendalian realisasi 

anggaran melalui pemantauan rutin dan 

pelaporan yang lebih responsif.

Tindak lanjut tersebut diharapkan 

dapat memberikan dampak nyata terhadap 

perbaikan capaian IKPA pada tahun 2025, 

sekaligus memperkuat kontribusi Biro 

Umum dalam mendukung peningkatan 

kinerja kelembagaan secara keseluruhan di 

lingkungan Sekretariat Jenderal, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan.
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Penutup

Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025 ini 

disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban 

atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

diamanatkan serta mengukur capaian kinerja 

berdasarkan indikator-indikator yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dari 

total 12 indikator kinerja Biro Umum Tahun 2025, 

capaian indikator kinerja organisasi adalah 

sebesar 110,55% dalam kategori ìistimewaî. 

Capaian ini mencerminkan komitmen yang 

kuat dari seluruh jajaran Biro Umum dalam 

mendorong peningkatan kualitas layanan 

internal, efisiensi pelaksanaan anggaran, 

serta penguatan tata kelola pemerintahan 

yang baik.

Meskipun demikian, evaluasi atas 

pelaksanaan program dan kegiatan 

menunjukkan bahwa masih terdapat ruang 

perbaikan, khususnya dalam pemenuhan 

target beberapa indikator dengan tantangan 

yang semakin fluktuatif. Tindak lanjut atas 

rekomendasi SAKIP Tahun 2024 juga telah 

dilaksanakan secara menyeluruh, dengan 

fokus utama diarahkan pada peningkatan 

̉˥̵ʢΒ́ȶầ Άʢ̑ȶ̉αȶ̵ȶȶ̵ầ ȶ̵ˈˈȶΒȶ̵ầ ᴤăŌƴ ᴥᵛầ
mengingat capaian IKPA tahun sebelumnya 

belum mencapai target. 

Biro Umum akan terus memperkuat 

pengelolaan kinerja yang berbasis outcome, 

meningkatkan kapasitas sumber daya 

manusia, serta mengoptimalkan pemanfaatan 

teknologi informasi dalam mendukung 

pelaksanaan tugas. Laporan kinerja ini 

diharapkan tidak hanya menjadi instrumen 

pelaporan formal, tetapi juga sebagai alat 

refleksi dan pembelajaran berkelanjutan 

dalam mewujudkan Biro Umum sebagai unit 

kerja yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi 

hasil dalam mendukung kinerja Sekretariat 

Jenderal dan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan secara keseluruhan.

BAB IV Penutup
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Lampiran

Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2025

Penghargaan yang diperoleh Biro Umum Tahun 2025

Keaktifan Biro Umum dalam Penyelematan 

dan Pelestarian Arsip yang Bernilai Guna 

¯ĎũŲëňĤĤŵňƨëƑëăëň rëŬĮōňëŁ ăëĤĮ kĎĪĮĊŵŦëň 
9ĎũŇëŬƗëũëĿëŲɗ 9ĎũăëňĤŬë Ċëň 9ĎũňĎĤëũëɖ

Peringkat pertama Satker dengan Implementasi KKP 

ŲĎũŲĮňĤĤĮ ĊëũĮ kĎŦëŁëɿk¯¯rɿiëĿëũŲëɿÑ^ɖ

»ĮňĤĿëŲ kĎŦëŲŵĪëň ¯ĎňĤëĊëëň 9ëũëňĤɣiëŬë »ĎũăëĮĿ 
lĮňĤĿŵŦ kk¯ »ëĪŵň ȟȝȟȡ ĊĎňĤëň ňĮŁëĮ ȥȦɗȞȞʤ ĊëũĮ 
qĎňŲĎũĮ kĎŁëŵŲëň Ċëň ¯ĎũĮĿëňëň ŦëĊëɿȠȞɿiëňŵëũĮɿȟȝȟȢɖ

Lampiran

kk¯ ŲĎũĮŇë ¯ĎňĤĪëũĤëëň ĊëũĮ !r²^ ëŲëŬ ¯ĎňƗĎŁëŇëŲëň 
!ũŬĮŦ 9ĎũňĮŁëĮ µĎļëũëĪ ŦëĊë ȠȞ wĿŲōăĎũ ȟȝȟȢ

¯ĎňƗĎũëĪëň µëŁĮňëň !ŵŲĎňŲĮĿ !ũŬĮŦ »ĎũļëĤë kk¯ ĿĎŦëĊë 
!r²^ ŦëĊë µĎňĮňɗ Ȥ iŵŁĮ ȟȝȟȢ

^ňĊĎĿŬ ¯ĎŁëƗëňëň ¯ŵăŁĮĿ kŁĮňĮĿ ¯ũëŲëŇë kk¯ ŬĎăĎŬëũ 
ȡɗȠȤ ĊëũĮ ŬĿëŁë ĊĎňĤëň ĿëŲĎĤōũĮ µëňĤëŲ 9ëĮĿɖ
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Perjanjian Kinerja Biro Umum

1.	 ¯ĎũļëňļĮëň kĮňĎũļëɿ9Įũōɿ¾ŇŵŇ ɫ iëňŵëũĮ ȟȝȟȢ 2.	¯ĎũļëňļĮëň kĮňĎũļëɿ9Įũōɿ¾ŇŵŇ ɫ !ŦũĮŁ ȟȝȟȢ
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3.	¯ĎũļëňļĮëň kĮňĎũļëɿ9Įũōɿ¾ŇŵŇ ɫ @ĎŬĎŇăĎũ ȟȝȟȢ

@ëŲë @ŵĿŵňĤ :ëŦëĮëň kĮňĎũļë 9Įũō ¾ŇŵŇ »ëĪŵň ȟȝȟȢ 

1.	 :ëŦëĮëň »ĮňĤĿëŲ @ĮĤĮŲëŁĮŬëŬĮ !ũŬĮŦ kk¯
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2.	[ëŬĮŁ µŵũƐĎĮ kĎŦŵëŬëň qëŬƗëũëĿëŲ ŲĎũĪëĊëŦ lëƗëňëň ¯ũōŲōĿōŁĎũ

3.	[ëŬĮŁ µŵũƐĎĮ kĎŦŵëŬëň qëŬƗëũëĿëŲ ŲĎũĪëĊëŦ lëƗëňëň 
kĎũŵŇëĪŲëňĤĤëëň

4.	:ëŦëĮëň [ëŬĮŁ ¯ĎňĤëƑëŬëň kĎëũŬĮŦëň kk¯
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5.	lëŦōũëň ¯ĎŁëĿŬëňëëň qëňëļĎŇĎň [ĎŇëŲ DňĎũĤĮ kk¯

6.	[ëŬĮŁ ¯ĎňĮŁëĮëň !k^¯ ȟȝȟȢ 9Įũō ¾ŇŵŇ
7.	 :ëŦëĮëň ^k¾ ^¯ !µr
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8.	¯ũĎŬĎňŲëŬĎ ¯ĎňƗĎŁĎŬëĮëň »ĎŇŵëň 9¯k

9.	:ëŦëĮëň »l ²ĎĿōŇĎňĊëŬĮ [ëŬĮŁ ¯ĎňĤëƑëŬëň ^ŲļĎň
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12. :ëŦëĮëň ^k¾ ¯ũōŬŵň »ëĪŵňëň ȟȝȟȢ

10. ^ňĊĮĿëŲōũ kĮňĎũļë ¯ĎŁëĿŬëňëëň !ňĤĤëũëň ɥ^k¯!ɦ µëŲĿĎũ 9Įũō ¾ŇŵŇ 
Ċëň ¯ĎňĤëĊëëň 9ëũëňĤɣiëŬë

^ňĊĮĿëŲōũ ¯ĎŁëĿŬëňëëň !ňĤĤëũëň

11. lëŇŦĮũëň rk¯! ȟȝȟȢ


